<db
l= =l
‘\I 'r’

™
L

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR)
DI KPN SYARIAH AL-IKHLAS MENURUT PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh

Lili Karmia
2130202026

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025/1447 H












ABSTRAK

Lili Karmia, Nim. 2130202026, dengan judul: “Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) di KPN Syariah Al-l1khlas Menurut
Perspektif Figh Muamalah”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2025.

Pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya (THR) Menurut Perspektif Figh Muamalah. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan dalam
pemberian THR di KPN Syariah Al-lkhlas menurut perspektif Figh Muamalah.
Untuk mengetahui dan menganalisis proses berbelanja barang bagian dari THR di
KPN Syariah Al-lkhlas menurut perspektif Figh Muamalah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan
metode kualitatif, yang mana sumber data primer dari penelitian ini diambil dari
pengurus dan anggota KPN Syariah Al-lkhlas. Sumber data sekunder yaitu berupa
dokumen-dokumen yang terkait dengan KPN Syariah Al-Ikhlas, pengurus,
anggota, dewan pengawas manajemen serta staf di Minimarket KPN Syariah Al-
Ikhlas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan
melalui karakteristik analisis data kualitatif deskriptif yang melalui tahapan
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Serta
teknik penjamin keabsahan data yang digunakan cara triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan yang di lakukan oleh
KPN Syariah Al-lIkhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar dalam memberikan
pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) dalam bentuk uang dan berupa barang
kepada para anggotanya, terlebih dahulu pengurus dan anggota melakukan Rapat
Anggota Tahunan (RAT) untuk membuat kesepakatan dan tertuang dalam laporan
pertanggung jawaban pengurus dan pengawas bahwa dalam pembagian THR yang
dilakukan akan diserahkan THR berupa uang dan dalam bentuk berbelanja barang
di minimarket milik KPN Syariah Al-lkhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
Berbelanja barang sebagai salah satu cara dari pembagian THR yang dilakukan
oleh KPN Syariah Al-lkhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar kepada para
anggotanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KPN Syariah Al-
Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar telah menerapkan pemberian tunjangan
hari raya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. KPN Syariah
Al-lkhlas melakukan kebijakan pemberian THR berupa uang dan barang untuk
membangun dan mengembangkan serta untuk meningkatkan kesejahteraan
ekonomi dan sosial anggota dan masyarakatnya. Dalam  perspektif figh
muamalah, prinsip taradhin yang mana diperlukannya keikhlasan dari pihak-
pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli yaitu anggota dan pihak koperasi,
dimana dalam berbelanja barang bagian dari tunjangan hari raya masih ada dari
beberapa anggota yang tidak mendapatkan barang yang dibutuhkan untuk
pengambilan THR berupa barang ini. Serta tidak ada upaya dari pihak koperasi
untuk menambah stock barang yang dibutuhkan oleh para anggota saat pemberian
THR tersebut sehingga anggota tetap mengambil barang yang ada walaupun tidak
termasuk kebutuhan yang diinginkannya.



DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PERSEMBAHAN
BIODATA PENULIS
ABSTRAK .ottt et [
KATA PENGANTAR ..o, Error! Bookmark not defined.
DAFTAR IS ..ottt bbb naeneas v
DAFTAR TABEL ...t vii
BAB | PENDAHULUAN ..ottt 1
A. Latar Belakang Penelitian ..........cccoveiiiiiiiiiic e 1
B.  FOKUS PENEIITIAN.......eoiiiiie ettt 8
C. RUMUSAN MaSalah .............cooueeiiiiiiciic e 8
D. Tujuan Penelitian .........cccoveiieiiiiecie e 8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian ...........ccoocveieiiveneiie s 9
F.  Definisi Operasional.............ccoouiiiiiiiiiicis s 9
BAB Il KAJIAN TEORI ..ottt 12
YA I 1410 - T =T RSP ROURSRP 12
1. Figh Muamalah..........ccoooiiiiii e 12
2. Teori JUal Beli...ccccveiieeiecicce et 26
3. Pengertian Taradhin ... 40
4. KOPErasi SYAriah ........ccccoevieiiiiieie et 43
5. Tunjangan Hari Raya (THR) ........cccooerieieiiere e 57
B. Penelitian yang Relevan ... 61
BAB 1l METODE PENELITIAN ...cooiiiiiee e 65
A, JENIS PENEIITIAN. ... 65
B. Latar dan Waktu Penelitian...........ccccoooveiiiiii i 65



C.  INSETUMEN PENEIITIAN. ...ttt eseeeeseeeeeeeeeeenennes 67

D.  SUMDBDEE DALA.......coiiiiiiiieie ettt sttt sne e 68
1. SUMbBEr Data PriMEr ......ocviviiiiiiieeee s 68

2. Sumber Data SEKUNET .........ocveieieieeeee e 68

E. Teknik Pengumpulan Data..........cccooeeeiriiiiiienieieeie e 68
1. WAWANCANA ..ot 68

2. DOKUMENTASI .....vveuiiiiieiiieiie ettt eneenns 69

F.  Teknik Analisis Data........cccccuiiiiiiiiiieiiisceie e 69
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data ............cccceeevieiieieiie e 69
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........ccccccovvinieine, 71

A. Penerapan Pada Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) di KPN Syariah
AL-TKNIBS ... 71

B. Berbelanja Barang Bagian dari Tunjangan Hari Raya (THR) di KPN
Syariah Al-lkhlas dilihat dari Konsep Taradhin Menurut Perspektif Figh

IMIUBIMAIAN ..ttt e e e aeeeens 77
BAB V PENUTUP ...ttt ettt e e ettt e e e e e e e e e aeeeeeeeenaaas 91
AL KESIMPUIAN L. 91
TS Y- 1 o T 92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Vi



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Dokumen Program Kerja KPN Syariah Al-Ikhlas.............c..cc........
Tabel 4.2 Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas

KPN Syariah Al-1KNIas .........cccooiiiiiiieeceeee e

vii



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan
antara satu individu dengan individu lainnya. Baik itu dalam rangka
kegiatan sosial, ekonomi maupun politik. Oleh karena itu manusia tidak
dapat hidup sendiri tanpa jasa atau bantuan dari orang lain, sehingga
manusia memerlukan kerjasama yang bersifat saling menguntungkan
dengan manusia yang lainnya. (Deria & Setiawan, 2022) Demi terjalinnya
kerjasama yang teratur dan harmonis maka dibutuhkan aturan-aturan dan
hukum-hukum. Allah SWT telah menentukan aturan-aturan dan hukum-
hukum-Nya di dalam Al-Quran dan ditambah penjelasan hadis nabi.
(Habibullah, 2016) Aturan-aturan dan hukum-hukum vyang telah
ditentukan dalam Islam merupakan hal yang berkaitan baik dengan
hubungan individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok,
maupun individu dengan penciptanya. Mereka saling bermuamalah dalam
rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. (Ficha Melina & Hendra Eka
Saputra, 2022)

Dalam Islam muamalah adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-
hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk
memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam
kegiatan muamalah di antaranya adalah jual beli, sewa menyewa, utang
piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari
muamalah itu sendiri adalah agar terciptanya hubungan yang harmonis
antara semua manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan
tentram.(Purwati,2022)



Pada dasarnya hukum asal muamalah itu adalah mubah sampai ada
dalil yang mengharamkannya, hal ini juga tercantum dalam Al-Quran surat
An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah SWT melarang kaum
muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil (tidak benar), hal
tersebut memiliki arti yang luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang
bertentangan dengan syara’ seperti halnya berbasis maysir, gharar,
haram, riba dan bathil. (Ayatik, 2022) Ayat ini juga memberikan
pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta dalam bekerja atau

berusaha harus dilakukan dengan adanya kerelaan dengan semua pihak.

Muamalah dalam Islam merupakan hal yang berkaitan baik dengan
hubungan individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok,
maupun individu dengan penciptanya. (Latif, 2020) Salah satu bentuk
hubungan individu dengan kelompok dapat dilihat pada kegiatan koperasi
syariah. Koperasi syariah adalah koperasi yang dikelola berdasarkan
prinsip syariah. Koperasi syariah memiliki peran strategis dalam
menumbuhkan sektor riil khususnya pada usaha skala mikro dan dengan
prinsip syariah. Koperasi merupakan lembaga usaha yang memberdayakan
masyarakat kecil dengan mengutamakan nilai-nilai luhur seperti keadilan,
kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama. (Damayanti,
2022)



Adapun hadis yang menjelaskan tentang taradhin dalam transaksi
jual beli yaitu:
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Artinya: "Dari Abi Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda: “janganlah
dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhai*.
(Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi). (Dawud, 1999)

Hadits di atas membuktikan bahwa dalam melaksanakan jual beli
keridhaan selalu dituntut. Dari dalil Al-Quran dan Hadits ini dapat
disimpulkan bahwa jual beli hukumnya adalah boleh dengan ketentuan
harus suka sama suka dan tidak saling menzhalimi. Dari hadis diatas,
dapat dipahami bahwa rukun sahnya transaksi jual beli yang dilakukan
adalah ridha. Kerelaan (taradhin) dalam jual beli menjadi asas atau

pondasi dasar sah/diterimanya jual beli. (Usanti & Shomad tahun)

Imam Qurtubi dalam tafsirnya menyampaikan perbedaan yang
beragam terhadap pendapat sebagian tokoh terkemuka mengenai konsep
taradhin. (Rusfi, 2016) Sebagaimana pendapat Imam Syafi’i, Imam Ats-
Sauri, Imam Al-Auzai dan yang lainnya mengatakan : ”Yang menjadi
tolak ukur dalam kesempurnaan dan terjadinya transaksi adalah
berlakunya keridhaan pada dua belah pihak sesudah mereka berpisah
setelah dilakukan akad”. (Sanjaya, 2022) Menurut ulama tafsir M. Quraish
Shihab dalam tafsirnya mengenai taradhin bahwa dalam kontekstual jual
beli, sikap suka sama suka sangat dituntut dan diharuskan walaupun
kerelaan itu merupakan hal yang tersembunyi dalam hati, namun indikator
dan tanda-tandanya dapat dilihat berdasarkan adat kebiasaan masyarakat
dalam bertransaksi seperti adanya serah terima (barang-uang), sehingga

bentuk-bentuk yang digunakan menunjukkan ada kerelaan. (Shihab, 2002)

Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh koperasi
syariah yaitu: penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa.



(Hamidi, 2020) Penghimpunan dana ini merupakan usaha jasa simpanan
atau tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu serta syarat-
syarat tertentu dalam penyertaan maupun penarikan, produknya berupa
simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. (Yuniarti, 2019)
Adapun penyaluran dana atau pembiayaan merupakan dana yang
dikumpulkan oleh koperasi syariah yang bisa disalurkan kepada para
anggota untuk keperluan pembiayaan bersifat komersial ataupun sosial.
Dan pelayanan jasa memiliki 4 jenis produk yaitu: alih utang-piutang,
gadai, pinjaman al-gardh, dan pelimpahan kekuasaan (wakalah).
(Damayanti, 2022)

Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian pada pasal 1 menyatakan bahwa koperasi adalah
badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas

kekeluargaan. (Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992)

Koperasi yaitu badan hukum vyang didirikan oleh orang
perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan
kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan
usaha, Yyang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang
ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi,
dan semua Dbentuk badan usaha di setiap tahun termasuk koperasi
diwajibkan dengan adanya pembagian Tunjangan Hari Raya (THR).
(Hanifah & Koto, 2021) Tunjangan ini dalam koperasi syariah diberikan
kepada para anggota koperasi hal ini dinyatakan dengan tegas menurut
ketentuan peraturan menteri ketenagakerjaan M/6/HK.04/1V.2021 tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang menyebutkan THR (Tunjangan
Hari Raya) sendiri merupakan pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan

oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya yang



berupa uang atau bentuk lain, maka tunjangan hari raya merupakan hak
normatife pekerja. (Sapoan, 2022).

Tunjangan Hari Raya (THR) pada dasarnya merupakan hadiah atau
bonus yang diberikan kepada anggota atau nasabah sebagai bentuk
apresiasi atas kinerja atau kontribusi mereka, sehingga masuk dalam
kategori muamalah mubah selama tidak mengandung unsur riba, gharar
atau ketidakadilan. Pembagian THR pada koperasi syariah harus
didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi, yakni setiap anggota
yang menerima THR harus memenuhi kriteria yang jelas. Koperasi syariah
membagikan THR kepada anggotanya dengan cara yang sesuai prinsip
syariah dan ketentuan internal koperasi. Pembagian THR ini biasanya
didasarkan pada keputusan Rapat anggota tahunan (RAT) dan tertuang
dalam anggaran dasar/ anggaran rumah tangga (AD/ART) koperasi. THR
diberikan sebagai bentuk apresiasi dan bantuan untuk kebutuhan anggota

menjelang hari raya. (Ghulam, 2016)

Pembagian THR pada koperasi untuk anggotanya menurut figh
muamalah dapat dipahami sebagai bentuk penghargaan atau hadiah atas
kontribusi dan kinerja anggota dalam koperasi. Secara prinsip, THR ini
bukan bagian dari akad pokok koperasi, tetapi lebih merupakan bonus atau
insentif yang diberikan berdasarkan kesepakatan dan prinsip keadilan
dalam muamalah. Akad yang digunakan pada koperasi syariah dalam
hubungan dengan anggota menurut figh muamalah adalah berbagai akad
yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menghindari unsur-unsur
yang dilarang seperti riba, gharar, dan penipuan. (Ghulam, 2016)

Dari beberapa penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa
pemberian THR kepada anggota juga dilakukan oleh KPN Syariah Al-
Ikhlas dan di atur oleh undang-undang, baik undang-undang yang khusus
maupun undang-undang yang umum. Disamping itu, pemberian THR juga
sebagai reward sekaligus motivasi kerja untuk anggota Kemudian juga di
atur dalam peraturan menteri ketenagakerjaan M/6/HK.04/1V.2021 tentang



Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang menyebutkan THR (Tunjangan
Hari Raya) sendiri merupakan pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan
oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya yang

berupa uang atau bentuk lain.

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Al-lkhlas merupakan
salah satu koperasi yang setiap tahun juga melaksanakan kewajiban
pemberian THR kepada para anggotanya. KPN Syariah ini anggotanya
terdiri dari pegawai negeri UIN Mahmud Yunus Batusangkar, yang mana
dalam koperasi ini menjalankan usaha simpan pinjam dan juga sebuah unit
usaha milik KPN Syariah Al-Ikhlas yaitu minimarket yang menjadi tempat
pembelian barang dan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga baik bagi
anggota koperasi maupun masyarakat pada umumnya. (Achsan & Yunita,
2020)

Bentuk-bentuk pembagian THR yang dilakukan oleh KPN Syariah
Al-lkhlas berdasarkan RAT, tunjangan hari raya diberikan dalam bentuk
uang tunai atau paket bingkisan lebaran (parcel) dan pembagian berupa
sembako dan barang harian. Besaran ini bisa sama rata untuk semua
anggota atau disesuaikan dengan kontribusi atau kriteria tertentu yang
telah disepakati oleh RAT tersebut.  Adapun proses/teknis dalam
pembagian THR yang dilakukan oleh KPN Syariah Al-Ikhlas, pembagian
THR berupa uang langsung diserahkan kepada anggota koperasi, tapi THR
berupa uang ini menurut kesepakatan RAT KPN Syariah Al-Ikhlas
disebutkan tentang peraturan pembagian THR bagi anggota koperasi yaitu
sebesar Rp 1.200.000 per anggota dengan ketentuan Rp 200.000 dari THR
harus dibelanjakan dalam bentuk barang yang seharga dengan uang
tersebut di minimarket milik KPN syariah yaitu di Minimarket KPN Al-
Ikhlas. Dapat dilihat bahwa THR yang diberikan dalam bentuk uang dan
juga berupa barang, maka akad yang terjadi sebenarnya adalah akad jual
antara anggota dan koperasi. Koperasi bertindak sebagai penjual barang,
dan anggota sebagai pembeli. ( Ikhsan, 2024)



Dalam upaya memahami lebih dalam mengenai pembagian THR
berupa uang dengan ketentuan Rp 200.000 dari THR harus dibelanjakan di
Minimarket KPN Al-lkhlas dalam bentuk barang yang seharga dengan
uang tersebut, Penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa
anggota KPN Syariah Al-Ikhlas. Berdasarkan wawancara Penulis dengan
narasumber dengan inisial (Z) menyatakan bahwa “Untuk THR dengan
ketentuan RP. 200.000 dibelanjakan berupa barang yang mana barang
tersebut diambil di minimarket milik KPN saya rasa itu sah saja karena
sudah kesepakatan dari awal atas keputusan RAT”. (Anggota KPN
Syariah Al-lkhlas, Wawancara, 29 April 2025) Penulis juga melakukan
wawancara dengan anggota KPN Syariah Al-lkhlas dengan Inisial (I)
menyatakan bahwa “Untuk THR berupa barang ini saya tidak mengambil
melainkan saya serahkan pengambilannya kepada saudara saya yang
lebih membutuhkan tapi kalo saya lihat emang menghabiskan stock-stock
barang yang ada di minimarket tersebut”. (Anggota KPN Syariah Al-
Ikhlas, Wawancara 14 April 2025) Penulis juga melakukan wawancara
dengan anggota KPN Syariah Al-lkhlas dengan inisial (IS) menyatakan
bahwa “Saya tetap mengambil barang yang ada karena cuma itu yang
disediakan oleh Minimarket KPN Al-lkhlas karena tidak adanya pilihan
saya tetap harus membeli barang yang disediakan agar THR tersebut bisa
saya ambil”. (Anggota KPN Syariah Al-lkhlas, Wawancara, 15 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 3 orang narasumber,
narasumber pertama mengatakan bahwa THR berupa barang ini sudah
menjadi kesepakatan antara anggota dan pengurus pada saat dilakukannya
RAT oleh KPN Syariah Al-Ikhlas, untuk narasumber kedua menyatakan
bahwa THR berupa barang tersebut untuk stock-stock barang yang ada
memang sengaja dihabiskan dahulu, sedangkan narasumber ketiga
menyatakan bahwa THR berupa barang ini tetap diambil meskipun barang

yang dibutuhkan tidak tersedia di minimarket.



Dari beberapa pernyataan oleh narasumber di atas, seolah-olah ada
indikasi yang menunjukkan pernyataan dari narasumber tersebut tidak
tercapainya penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam hal pembagian
THR pada koperasi syariah. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya
kebutuhan barang yang diperlukan oleh anggota, sehingga adanya rasa
keterpaksaan (ikrah), dalam hal pengambilan barang di Minimarket KPN
Syariah Al-lkhlas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk
melakukan penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul:
“Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) di KPN Syariah Al-
Ikhlas Menurut Perspektif Figh Muamalah”.

. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas,
maka peneliti akan memberikan fokus pada masalah yang peneliti teliti
tentang bagaimana pelaksanaan dan tinjauan hukum mengenai pemberian
tunjangan hari raya (THR) kepada anggota dan karyawan oleh KPN
Syariah Al-lkhlas menurut perspektif figh muamalah.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pemberian tunjangan hari raya (THR) di KPN
Syariah Al-lkhlas?

2. Bagaimana berbelanja barang bagian dari tunjangan hari raya (THR) di
KPN Syariah Al-lkhlas dilihat dari konsep taradhin menurut perspektif
Figh Muamalah?

. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan

penelitian ini adalah:



1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pemberian
tunjangan hari raya (THR) di KPN Syariah Al-Ikhlas.

2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana berbelanja
barang bagian dari tunjangan hari raya (THR) di KPN Syariah Al-
Ikhlas dilihat dari konsep taradhin menurut perspektif Figh
Muamalah.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Manfaat dan luaran penelitian penulis antara lain yaitu:

1. Manfaat Penelitian
a. Secara Teoritis
Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan
manfaat dan memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu
hukum khususnya dalam pembahasan mengenai pelaksanaan
pemberian tunjangan hari raya (THR) di KPN Syariah Al-lkhlas
menurut perspektif figh muamalah dan diharapkan menjadi sumber
referensi penelitian selanjutnya.
b. Secara Praktis
Secara praktis, sebagai bahan yang dapat memberikan
sumbangan pemikiran dan pengetahuan tentang pandangan hukum
muamalah mengenai kebijakan dari pelaksanaan pemberian
tunjangan hari raya (THR) di KPN Syariah Al-lIkhlas menurut
perspektif figh muamalah
2. Luaran Penelitian
Luaran dalam penelitian peneliti yang hendak dicapai dalam
penelitian ini adalah penulis dapat mempresentasikan hasil penelitian

dalam seminar, diterbitkan dalam bentuk artikel dan jurnal ilmiah.

F. Definisi Operasional
Untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari pembacaan judul
skripsi ini, peneliti akan membahas secara singkat poin-poin utama judul

skripsi tersebut.
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Pelaksanaan

Menurut Siagian pelaksanaan adalah tahap dalam
manajemen dimana rencana yang telah disusun dilaksanakan
dengan cara mengerahkan sumber daya manusia, sarana, dan
prasarana secara efektif dan efisien. (Siagian, 2004) Pelaksanaan
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemberian
THR yang dilakukan olen KPN Syariah Al-lIkhlas kepada para
pengurus, anggota, dan karyawan.

Tunjangan Hari Raya (THR)

Tunjangan Hari Raya adalah pendapatan non upah yang
diberikan perusahaan kepada karyawan atau keluarganya
menjelang hari raya keagaamaan, tunjangan ini merupakan suatu
kebutuhan bagi pekerja untuk merayakan hari keagamaan. (Asmara
et al., 2022) THR yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
tunjangan hari raya Idul Fitri yang diberikan oleh koperasi kepada

anggota 15 hari menjelang hari raya Idul Fitri.
3. Perspektif

Perspektif adalah cara pandang seseorang terhadap hal,
fenomena, atau peristiwa yang dipengaruhi oleh latar belakang,
pengalaman, nilai, dan pengetahuan individu tersebut. Pengertian
lebih luas perspektif juga merujuk pada sudut pandang teoritis
dalam suatu disiplin ilmu, seperti perspektif sosiologis, psikologis,
atau historis. (Santrock, 2018) Perspektif yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah pandangan Figh Muamalah terhadap
pelaksanaan pembagian THR berupa barang yang dilakukan oleh
KPN Syariah Al-lkhlas.

4. Figh Muamalah

Figh muamalah adalah aturan-aturan Allah SWT vyang

mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh
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dan mengembangkan harta benda atau disebut juga dengan aturan
islam tentang ekonomi yang dilakukan oleh manusia. (Mustakim &
Setiawan, 2019) Adapun yang dimaksud dengan figh muamalah
dalam penelitian ini adalah konsep dan pandangan para ulama
tentang hubungan antara pihak-pihak yang terlibat didalam
penelitian ini terkait pelaksanaan pemberian THR di KPN Syariah
Al-IKkhlas.



BAB |1
KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Figh Muamalah
a. Pengertian Figh Muamalah

Figh muamalah tersusun dari dua kata yaitu “fikih” dan

“muamalah”. Kata “fikih” secara etimologi memiliki makna

pengertian atau pemahaman, Muamalah secara harfiyah artinya

“kepentingan, hubungan, dan interaksi”. ( Huda, 2011) Secara

terminologi pengertian “fikih” memiliki redaksi yang beragam dari

kalangan ulama yaitu sebagai berikut: (Mubarroq & Latifah, 2023)

1)

2)

3)

4)

Imam As-Syafi mengartikan fikih sebagai suatu ilmu yang
membahas hukum-hukum syariah amaliyah (praktis) yang
diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.

Abu Hanifah memberikan definisi yaitu sebagai pengetahuan
tentang hak dan kewajiban manusia.

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fikih  dengan
penegtahuan tentang hukum-hukum syara mengenai perbuatan
manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terperinci atau
kumpulan hukum syara mengenai perbuatan manusia yang
diperoleh dari dalil-dalil terperinci.

Al-Jurani memberikan definisi fikih sebagai suatu ilmu yang
membahas hukum-hukum syariah amaliyah dari dalil-dalil
yang terperinci yang dihasilkan oleh pikiran atau ijtihad

melalui analisis dan perenungan.

Sedangkan pengertian muamalah secara istilah yang

dijelaskan oleh para ulama yaitu, sebagai berikut: (Huda, 2011)

12
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2)

3)

4)

5)
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Imam Syafi’i, mendefinisikan muamalah sebagai bagian dari
figih yang mengatur interaksi sosial antar manusia yang
bersifat duniawi, seperti: jual beli, sewa menyewa, hutang
piutang, perserikatan, wakaf, dan hibah.

Imam Hanafi, memandang muamalah sebagai hukum-hukum
syariat yang berkaitan dengan hubungan manusia dalam urusan
dunia, khususnya transaksi dan interaksi sosial.

Menurut Idris Ahmad, mengatakan bahwa muamalah adalah
aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan tentang manusia
dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat
keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.

Menurut Rasyid Ridha, mendefinisikan muamalah adalah
tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan
cara-cara yang telah ditentukan.

Menurut Muhammad Yusuf Musa sebagaimana yang dinukil
Abdul Majid berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-
peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup

bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.

Sedangkan, Definisi figh muamalah menurut para ulama

yaitu, sebagai berikut: (Syafei, 2009)

1)

2)

3)

Ulama Syafi’i, mendefinisikan figh muamalah sebagai bagian
dari figh yang mengatur interaksi sosial-ekonomi berdasarkan
hukum syariah, bersifat mubah kecuali ada larangan.

Ulama Hambali, mengatakan bahwa figh muamalah adalah
bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan sosial dan
ekonomi antar manusia.

Ulama Hanifah, mendefinisikan figh muamalah sebagai aturan-
aturan hukum syariah yang berkaitan dengan hubungan antar
manusia dalam bidang harta dan transaksi, yang ditetapka
melalui nash al-quran dan hadis, giyas, ihtihsan, dan urf.
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Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa
yang dimaksud dengan figih muamalah adalah hukum-hukum yang
berkaitan dengan tata cara hubungan antarsesama manusia baik
hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk
perjanjian perikatan. Fikih muamalah adalah salah satu pembagian
lapangan pembahasan fikih selain yang berkaitan dengan ibadah,
artinya lapangan pembahasan hukum fikih muamalah adalah
hubungan interpersonal antarsesama manusia, bukan hubungan

vertikal manusia dengan tuhannya.
. Dasar Hukum Figh Muamalah

Sumber hukum Islam adalah wahyu Allah SWT yang
dituangkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Sumber-sumber
fikih secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil nagli
yang berupa Al-Quran dan Al-Hadis, hal ini sebagaimana
dimaksud dalam definisi fikih yang disampaikan oleh ulama
golongan Syafi'i sebagai Al-Adillati Al-tafshiliyyati (dalil-dalil
yang terperinci), dan dalil aqli yang berupa akal (ijtihad).
Penerapan sumber fikih Islam ke dalam tiga sumber, yaitu Al-
Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. (A. Djazuli, 2005)

1) Al-Quran

Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada
Nabi Muhammad Saw. dengan bahasa Arab yang memiliki
tujuan kebaikan dan perbaikan manusia, yang berlaku di dunia
dan akhirat. Al-Quran merupakan referensi utama umat Islam,
termasuk di dalamnya masalah hukum dan perundang-undangan.
Sebagai sumber hukum yang utama, Al-Quran dijadikan patokan
pertama oleh umat Islam dalam menemukan dan menarik hukum

suatu perkara dalam kehidupan.
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Ayat Al Quran yang membahas tentang Muamalah ini
bisa kita lihat pada Surah Al-Bagarah ayat 188:

AT ) T 1,055 Jedl S5 S5 KT N
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Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta
sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan
yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)
harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan
sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan
(jalan berbuat dosa, Padahal kamu mengetahui."

Dan Surah An-Nisa' ayat 29:

Ny u@vﬁyu}&uwﬁuqm@u
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Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu ™

*’&

Dan terdapat juga di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat
1, Al-Mutaffifin ayat 1-3, Al-Bagarah ayat 282, serta Al-Bagarah
ayat 275:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad
itudihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang
akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan
tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan
hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Al-
Maidah 5:1)

_ /? P g2 <. o B 20 - _ .ﬂ,g . w }"‘”5
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Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.
(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran
dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila
mereka menakar atau menimbang untuk orang lain,
mereka mengurangi.” (Al-Mutaffifin 83:1-3)

z
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apablla kamu
bermu‘'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis
enggan menuliskannya  sebagaimana  Allah
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan
hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia
mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah
(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu
mengimlakkan, Maka hendaklah walinya
mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah
dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di
antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh)
seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-
saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa
Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila
mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis
hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas
waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di
sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih
dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.
(Tulislah mu‘amalahmu itu), kecuali jika mu‘amalah
itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara
kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu
tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu
berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling
sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian),
Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan
pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah
mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala
sesuatu.” (Al-Bagarah 2:282)
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Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak
dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.
keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan
mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli
itu sama dengan riba, padahal Allah Telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil
riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya
dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya
(terserah) kepada Allah. orang vyang kembali
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka;, mereka kekal di dalamnya.” (Al-
Bagarah 2:275)

Berdasarkan kitab tafsir Ibnu Katsir menafsirkan QS. Al-
Bagarah/2:275 bahwa orang-orang yang memakan harta dari
hasil perbuatan riba diperoleh dari menguras harta kekayaan
orang lain secara bathil diibaratkan orang yang kerasukan setan.
Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pemakan riba dibangkitkan
seperti orang yang dikuasai oleh jin. Mereka dibangkitkan dari
kubur oleh Allah dalam keadaan berdiri sempoyongan dengan
posisi yang tidak wajar seperti orang gila saat mengamuk dan
kerasukan setan karena memikul beratnya harta haram yang
dihasilkan dari perbuatan riba. (Az-Zuhaili, 2018)
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2) Al-Hadis
Al-Hadis adalah segala yang disandarkan kepada
Rasulullah Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun
ketetapan. Al-Hadis merupakan sumber fikih kedua setelah Al-
Quran yang berlaku dan mengikat bagi umat Islam. Adapun

hadis tentang muamalah yaitu:

&
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Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata,
bersabda Rasulullah: “Pedagang yang jujur dan
dapat dipercaya akan bersama para nabi, orang-
orang yang jujur, dan para syuhada (mati syahid).”
(H.R Abu Daud dan Tirmidzi)
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Artinya: Dari Abu Hurairah ia berkata, “Rasulullah SAW

melarang jual beli kerikil dan jual beli gharar”.
(H.R Muslim)
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Artinya: Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa

Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah sebagian
dari kalian membeli barang yang dibeli (sedang
ditawar) oleh saudaranya.” (HR Bukhari dan
Muslim).

Berdasarkan dari beberapa hadis di atas dapat
disimpulkan bahwa dalam bermuamalah sangat dituntut
kepercayaan dan Kkejujuran diantara para pedagang dan

Rasulullah SAW jelas melarang jual beli yang bersifat gharar.
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jma’

Ijma’ adalah kesepakatan mujtahid terhadap suatu
hukum syar'i dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah
Saw. [jma’ merupakan hasil argumentasi yang di eksposisikan
oleh para mujtahid pada masanya setelah meninggalnya Nabi
Imam Abu Hanifah menekankan pentingnya kegiatan
perdagangan dalam kehidupan ekonomi umat. Menurutnya
sebagian besar rezeki manusia datang dari aktivitas muamalah.
(Al-Kasani, 1986) Suatu hukum syar'i agar bisa dikatakan
sebagai ijma’, maka penetapan kesepakatan tersebut harus
dilakukan oleh semua mujtahid walaupun ada pendapat lain
yang menyatakan bahwa ijma’ bisa dibentuk hanya dengan
kesepakatan mayoritas mujtahid saja. (Zainuddin, 2022)

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa
ijma’ merupakan hasil argumentasi yang di eksposisikan oleh
para mujtahid pada masanya setelah meninggalnya Nabi dan
penetapan tersebut harus dilakukan oleh semua mujtahid.

Qiyas

Qiyas adalah kiat untuk menetapkan hukum pada kasus
baru yang tidak terdapat dalam nash (Al-Quran maupun Al-
Hadis), dengan cara menyamakan pada kasus serupa yang
sudah terdapat dalam nash. Imam Abu Hanifah memakai giyas
secara luas terutama dengan menggunakan ihtihsan sebagali
penyempurnaan giyas. Contoh: riba nasi’ah (bunga pinjaman)
dianalogikan dengan riba jahiliyah yang dilarang, sehingga
segala bentuk bunga uang dipandang haram. (Al-Kasani, 1986)

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa
giyas adalah cara untuk menetapkan hukum baik jual beli
maupun muamalah pada kasus baru yang tidak terdapat dalam
nash (Al-Quran maupun Al-Hadis), dengan cara menyamakan

pada kasus serupa yang sudah terdapat dalam nash.
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C. Asas-asas Akad Dalam Muamalah

1. Pengertian akad

Akad menurut bahasa berarti ikatan, lawan katanya
pelepasan atau pembubaran. Mayoritas fukaha mengartikannya
gabungan ijab dan kabul, dan penghubungan antara keduanya
sedemikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang
diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya. Dengan demikian,
akad adalah sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang
diinginkan oleh dua belah pihak yang melakukan ijab dan
kabul. Mustafa Ahmad Az-Zarga (tokoh fikih Yordania asal
Suriah) menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan
manusia terdiri atas dua bentuk, vyaitu: tindakan berupa

perbuatan dan tindakan berupa perkataan (Arangga et al., 2023)

Tindakan yang berupa perkataan pun terbagi dua, yaitu
tidak bersifat akad. Tindakan berupa bersifat akad terjadi bila
dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan
suatu perjanjian. Adapun tindakan berupa perkataan yang tidak
bersifat akad terbagi lagi menjadi dua macam: (Fuadi et al.,
2022)

a) Yang mengandung kehendak pemilih untuk menetapkan
atau  melimpahkan  hak, = membatalkannya, atau
menggugurkannya, seperti wakaf, hibah, dan talak.

b) Yang tidak mengandung kehendak pihak yang menetapkan
atau menggugurkan suatu hak, tetapi perkataannya itu
memunculkan suatu tindakan hukum, seperti gugatan yang
diajukan kepada hakim dan pengakuan seseorang di depan

hakim.

Menurut Az-Zarga dalam pandangan syara’, suatu akad

merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau
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beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat-
kan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang
mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati.
Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing
harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-
pihak yang berakad itu disebut dengan ijab dan kabul. ljab
adalah pernyataan pertama dikemukakan oleh salah satu pihak,
yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan
diri. Adapun kabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab

yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri.

Islam memandang suatu perbuatan harus senantiasa
diniatkan karena Allah semata. Niat yang baik karena Allah
kemudian harus diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan
yang sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan
oleh Allah. Untuk mencapai tujuan, suatu niat atau kemauan
perlu ditindaklanjuti dalam bentuk perbuatan. Tujuan
melakukan perbuatan menyusun akad adalah maksud utama
yang disyariatkan akad itu sendiri. Dikatakan demikian, karena
tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan akad ditentukan
oleh jenis akad yang akan digunakan. Maksud menempatkan
tujuan penyusunan akad secara lahir dan batin pada waktu
permulaan akad, diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan
dari masing- masing pihak yang terlibat sehingga apa yang

menjadi tujuan akad itu sendiri dapat tercapai. (Khusnul, 2024)

Macam-Macam Asas Akad dalam muamalah

Sistem hukum Islam merupakan keseluruhan aturan
hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan asas-asas
tertentu. Selain konsep dasar islam dalam kegiatan muamalah

juga sangat konsentrasi terhadap nilai-nilai humanisme. Di
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antara kaidah dasar dan hukum fikih muamalah adalah sebagai

berikut: (Sri Imaniyati, 2011)

a) Hukum asal dalam muamalah adalah mubah

b) Konsentrasi  fikih  muamalah  untuk  mewujudkan
kemaslahatan

c) Meninggalkan intervensi yang dilarang

d) Menghindari eksploitasi

e) Memberikan toleransi dan tanpa unsur paksaan

f) Tabligh, siddhiq, fathanah, amanah sesuai dengan sifat

rasulullah.

Konsep dasar yang menjadi acuan fikih muamalah
selain al-quran dan al-hadis serta ijma’ dan qiyas adalah sisi
kemaslahatan, karena pada dasarnya semua bentuk interaksi
dan perikatan yang dilakukan manusia hukumnya adalah
mubah, selain hal-hal yang secara jelas ditunjukkan
pelarangannya oleh sumber utama syariat islam. (Hariman
Surya Siregar, 2019)

Rumusan asas-asas dalam hukum akad syariah
bersumber dari al-quran dan as-sunnah. Asas-asas hukum
akad atau yang kemudian lebih populer dikatakan asas-asas
hukum perjanjian syariah. Upaya ini dimaksudkan agar asas-
asas yang dijadikan sebagai dasar hukum penyusunan akad
yang mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah.
Apabila digali dari sumber syariat, terdapat macam-macam

asas yang terkait dengan hukum akad: (Hariati, 2024)

a) Asas ibadah (asas diniatkan ibadah)
Adanya keyakinan terhadap unsur ketuhanan dalam
aspek ibadah merupakan hal yang prinsip dalam Islam. Di

samping akidah, suatu perbuatan akan bernilai ibadah
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apabila sesuai dengan hukum syara’ yang telah ditetapkan.
Asas inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara
hukum akad syariah dengan hukum akad lainnya.

Asas huriyyah at-7a 'qud (asas kebebasan berakad)

Asas ini merupakan wujud dari asas kebebasan
berakad. Kebebasan berakad yang dimaksud adalah
kebebasan yang bersifat terikat dengan hukum syara’.
Maka kebebasan berakad itu akan dibenarkan selama
syarat-syarat yang dikemukakan tidak bertentangan dengan
ketentuan prinsip-prinsip syariah.

Asas al-musawah (asas persamaan)

Muamalah merupakan ketentuan hukum yang
mengatur hubungan sesama manusia untuk memenuhi
kebutuhan hidup. Di dalam al-quran dijelaskan bahwa
Allah telah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang
lain dalam hal rezeki. Namun, hikmah yang dapat diambil
dari adanya perbedaan tersebut adalah agar di antara
mereka saling kerjasama. Dengan adanya perilaku saling
membutuhkan, maka setiap manusia memiliki kesamaan
hak untuk mengadakan perikatan. (Livia, 2013)

Asas at-tawawazun (asas kesetimbangan)

Hukum Islam tetap menekankan perlunya
berpegang pada asas kesetimbangan, meskipun secara
faktual masing-masing pihak yang akan mengadakan akad
memiliki berbagai latar belakang yang berbeda.

Asas mashlahah (asas kemaslahatan)

Maslahat yang dimaksud adalah meliputi dimensi
kehidupan dunia dan akhirat. Kemaslahatan dicapai dan
mencegah timbulnya kemudharatan.

Asas al-amanah (asas kepercayaan)
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Merupakan bentuk kepercayaan yang timbul karena
adanya iktikad baik dari masing-masing pihak untuk
mengadakan akad. Dalam hukum akad syariah, terdapat
bentuk akad yang bersifat amanah. Amanah yang dimaksud
adalah sebagai kepercayaan kepada pihak lain untuk
menjalin kerja sama. (Pratama, 2021)

Asas al-a’adalah (asas keadilan)

Merupakan suatu asas yang menempatkan segala
hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran
hukum syara’.

Asas al-ridha (asas keridhaan)

Segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan
keridhaan di antara masing-masing pihak. Apabila dalam
transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka sama artinya
dengan memakan harta secara batil. Dan berdasarkan
firman Allah yang menjelaskan bahwa segala akad
hendaklah berdasarkan pada asas keridhaan. Dengan
demikian, tanpa adanya unsur keridhaan, maka suatu akad
masuk dalam kategori batil.

Dalam tafsirnya Musthafa Al-Maraghi menyatakan
bahwa : memakan harta dengan cara yang batil adalah
mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau
menafkahkan harta bukan pada hakiki yang bermanfaat,
maka termasuk dalam hal ini adalah lotre, penipuan dalam
jual beli, riba dan menafkahkan harta pada jalan yang
diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta
untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. (Adrida,
2022)

Asas al-kitabah (asas tertulis)
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Dalam Islam asas tertulis tidak hanya berlaku dalam
hukum akad, melainkan juga berlaku pada semua akad
muamalah yang dilakukan tidak secara tunai (utang).

J) Asas ash-shiddiq (asas kejujuran)

Apabila dalam penyusunan akad kejujuran tidak
diamalkan, maka akan merusak keridhaan. Selain itu,
ketidakjujuran dalam penyusunan akad akan berakibat

perselisihan di antara para pihak.

k) Asas iktikad baik
Asas iktikad baik muncul dari pribadi seseorang
sebagaimana apa yang telah diniatkannya. Dalam
pandangan Islam, niat merupakan prinsip mendasar terkait
dengan unsur kepercayaa (akidah) sebelum melakukan

suatu amal perbuatan.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan
bahwa yang dimaksud dengan akad adalah ikatan secara hukum
yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama
berkeinginan untuk mengikatkan diri. Dan juga terdapat
beberapa macam asas akad dalam muamalah yakni asas ibadah,
asas kebebasan berakad, asas persamaan, asas kesetimbangan,
asas kemashalatan, asas kepercayaan, asas keadilan asas

keridhaan, asas tertulis, asas kejujuran, dan asas iktikad baik.

2. TeoriJual Beli
a. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa berarti al-mubadalah (saling
menukar). Adapun pengertian jual beli secara istilah, yaitu
sebagai berikut: (Huda, 2011)
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1) Pengertian jual beli menurut Sayiq Sabiqg adalah:

P e B 5 VA fow (o Jles Jlo Dol

ad 093 LI axgl s Sl

Artinya: "Pertukaran benda dengan benda lain dengan
jalan saling meridhai atau memindahkan hak
milik disertai penggantinya dengan cara yang
dibolehkan"

2) Pengertian jual beli menurut Tagiyuddin, adalah:

gl do Jsdg Sl Bzl B Jle dsle

3 93l

Artinya: "Saling menukar harta (barang) oleh dua orang
untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab
dan gabul sesuai dengan syara'.”

3) Pengertian jual beli menurut Wahbah az-Zuhaili, adalah:
P RIS g d\s« Jhus Jbs Al

Artinya: "Saling tukar menukar harta dengan cara
tertentu”

Dalam hukum Islam, pengertian jual beli memiliki

makna yang berbeda menurut ulama figh. (Khosyi’ah, 2014)

1) Imam Hanafi berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua
pengertian. Pertama, bersifat khusus, yaitu menjual barang
dengan mata uang (emas dan perak). Kedua, bersifat
umum yaitu mempertukarkan benda dengan benda
menurut ketentuan tertentu.

2) Imam Maliki mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua
pengertian. Pertama, bersifat umum yang mencakup

selurun macam kegiatan jual beli. Pengertian kedua
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bersifat khusus, yang mencakup beberapa macam jual beli
saja.

3) Imam Syafi’i menyebutkan pengertian jual beli sebagai
mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu,
yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta
dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-menukar,
yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada
pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara
Khusus. Ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan
faedah khusus untuk memiliki benda.

4) Imam Hambali berpendapat, jual beli adalah pertukaran
harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang
dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian
manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil.
Maksudnya adalah suatu perikatan yang mempunyai
pertukaran dari kedua pihak, misalnya menetapkan sesuatu

sebagai penukar yang lain.

Jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan
(transaksi tukar-menukar) suatu yang bukan kemanfaatan dan
kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang
mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan
pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti

penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-
menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang
mempunyai daya penarik, salah satu penukarannya bukan
berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan bendanya,

bukan ditangguhkannya.
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Jual beli adalah menukar satu harta dengan harta yang
lain dengan cara yang khusus merupakan definisi yang
bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling
menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling
tukar akan tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya,
kecuali jika dikatakan: “akad yang mempunyai sifat saling
tukar menukar artinya menuntut adanya satu pertukaran.
(Azzam, 2010)

Menurut Ibnu Abidin dalam bukunya Radd Muhktar
‘alaad-Darr al-Mukhtar mendefinisikan jual beli sebagai
suatu hal saling menukar harta dengan harta melalui cara
tertentu. (Arianti, 2015)

Jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah dalam PERMA Nomor 02 Tahun 2008 pasal 20 ayat
2, ba’i adalah jual beli antara benda dan benda, atau
pertukaran antara benda dengan uang. (Mardani, 2016)
Konsep jual beli mengandung dua kegiatan sekaligus yaitu
salah satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dengan
demikian jual beli mengandung konsep serah terima suatu
objek yang mengandung nilai secara hukum sebagai ganti

atas pembayaran dari suatu harga tertentu. (Soemitra, 2019)

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian
keleluasaan untuk hamba-Nya karena setiap manusia
memerlukan sandang, pangan dan yang lainnya secara
berkelangsungan selama manusia itu masih hidup. (Iska,
2012)

Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau

menukar barang dengan uang, dengan cara melepaskan hak



30

kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling
merelakan. Jual beli juga berarti suatu perjanjian tukar
menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara
sukarela diantara kedua belah pihak, yang mana pihak yang
satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya
sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati
dan dibenarkan oleh syara’.

b. Dasar Hukum Jual Beli
1. Al-Quran

Adapun dasar hukum jual beli dalam Al-Quran
terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Bagarah ayat 275 yaitu
sebagai berikut:
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Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak
dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang
yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)
penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu,
adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat),
Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,
padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. orang-orang yang Telah
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu
terus berhenti (dari mengambil riba), Maka
baginya apa yang Telah diambilnya dahulu
(sebelum datang larangan); dan urusannya
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(terserah) kepada Allah. orang yang kembali
(mengambil riba), Maka orang itu adalah
penghuni-penghuni  neraka; mereka kekal di
dalamnya.”

Dan juga terdapat dalam Al-Quran surah Al-Nissa’
ayat 29 yaitu sebagai berikut:

/}5'
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Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
dan janganlah kamu membunuh  dirimu;
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.”

Serta dalam Al-Quran surah Al-Bagarah ayat 282
yaitu sebagai berikut:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu
yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah
penulis enggan menuliskannya sebagaimana
Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya,
dan janganlah ia mengurangi sedikitpun
daripada hutangnya. jika yang berhutang itu
orang yang lemah akalnya atau lemah
(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu
mengimlakkan, Maka hendaklah  walinya
mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah
dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki
(di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka
(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan
dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika
seorang lupa Maka  yang seorang
mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu
enggan (memberi keterangan) apabila mereka
dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis
hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas
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waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih
adil di sisi Allah dan lebih menguatkan
persaksian dan lebih dekat kepada tidak
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah
mu'amalahmu itu), kecuali jika mu‘amalah itu
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara
kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika)
kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis
dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu
lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya
hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu;
dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Berdasarkan dari beberapa ayat di atas dapat
disimpulkan bahwa dalam surah Al-Bagarah ayat 275
melarang praktek riba dalam jual beli, sedangkan dalam
surah An-Nissa ayat 29 menjelaskan bahwa memperoleh
harta dengan cara yang batil tidak diperbolehkan dan satu-
satunya cara memperoleh harta yang baik adalah dengan
cara berdagang berdasarkan suka sama suka. Dalam surah
Al-Bagarah ayat 282 menjelaskan tentang perintah mencatat
utang dengan jelas, disaksikan, dan ditulis oleh penulis yang
adil.

Hadits

Al-Hadis adalah segala yang disandarkan kepada
Rasulullah Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun
ketetapan. Al-Hadis merupakan sumber fikih kedua setelah
Al-Quran yang berlaku dan mengikat bagi umat Islam.

Adapun hadis tentang jual beli yaitu:
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Artinya:

C sl o

Nabi SAW. bersabda: “Ada tiga hal yang

mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai,
peminjaman, dan mencampur gandum dengan
jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan
untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

5 B U o 8 B A 05y O b gl e S

Artinya:

(s s 09y 15 M1 & (gsdle

Abdullah  bin  Umar meriwayatkan bahwa
Rasulullah melarang jual-beli buah-buahan
hingga buah itu terlihat bagus. Beliau melarang
penjual dan pembeli. (HR Bukhari dan
Muslim).
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Artinya:

(305! et 01941

Jabir as berkata, "Nabi melarang menjual buah
(dari pohon) kecuali bila telah bagus. Dan buah
(dari pohon itu) tidak boleh dijual kecuali
dengan dinar dan dirham, kecuali 'araya”. (HR
Bukhari dan Muslim). (Hadits Sahih Bukhari
dan Muslim, 2011)

Maka dapat disimpulkan dari beberapa hadis di atas

bahwa dalam jual beli terdapat banyak keberkahan salah

satunya adalah jual beli secara tunai dan peminjaman serta

Nabi melarang menjual buah dari pohon kecuali bila telah

bagus.
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3) jma’

Ijma’ adalah kesepakatan mujtahid terhadap suatu
hukum syar'i dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah
Saw. (Al-Kasani, 1986) Ijma’ merupakan hasil argumentasi
yang di eksposisikan oleh para mujtahid pada masanya
setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW baik dari
perkataan maupun perbuatan. Suatu hukum syar'i agar bisa
dikatakan sebagai ijma’. Mayoritas ulama sepakat bahwa
jual beli adalah muamalah yang sah dan diperbolehkan
selama memenuhi syarat-syaratnya. Ulama Mazhab Hanafi,
Maliki, Syafi’i, dan Hanbali sepakat bahwa jual beli adalah
transaksi yang diperbolehkan dan dianjurkan untuk

memenuhi kebutuhan manusia. (Zainuddin, 2022)

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa
Mayoritas ulama sepakat bahwa jual beli adalah muamalah
yang sah dan diperbolehkan selama memenuhi rukun dan

syaratnya.

4) Qiyas

Para ulama figh menyatakan bahwa giyas digunakan
ketika terjadi transaksi jual beli yang baru atau kasus yang
tidak dijelaskan oleh nash. Imam Syafi’i menyatakan
bahwa hukum ditetapkan dengan giyas berdasarkan
kesamaan illat antara kasus lama dan kasus baru. Qiyas
adalah kiat untuk menetapkan hukum pada kasus baru yang
tidak terdapat dalam nas (Al-Quran maupun Al-Hadis),
dengan cara menyamakan pada kasus serupa yang sudah
terdapat dalam nas. (Zainuddin, 2022)
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Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa
giyas digunakan ketika terjadi transaksi jual beli yang baru
atau kasus yang tidak dijelaskan oleh nash dan hukum
ditetapkan dengan giyas berdasarkan kesamaan illat antara
kasus lama dan kasus baru.

Rukun Jual Beli

Sebuah transaksi jual beli membutuhkan rukun sebagai
penegaknya. Tanpa rukun jual beli menjadi tidak sah
hukumnya. Umumnya, para ulama sepakat bahwa setidaknya
ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual beli
yaitu: (Sarwat, 2018)
1) Adanya pelaku, yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi

syarat.

Para ulama sepakat menetapkan bahwa syarat paling
utama yang harus dimiliki oleh seorang penjual dan
pembeli adalah mereka telah memenuhi ahliyah untuk
boleh melakukan transaksi muamalah. Dan ahliyah itu
berupa keadaan pelaku yang harus berakal dan balig.

2) Adanya akad atau transaksi
Rukun ini menyatakan bahwa harus adanya ijab
kabul, yaitu shigat yang menyatakan keridaan atas akad
atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.
3) Adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan.

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah ijab dan
gabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau
saling memberi. Atau dengan kata lain, ijab gabul adalah
perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk
menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain,
dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Berikut
penjelasan dari rukun jual beli. (Muslich, 2010)

a) ljab dan Qabul
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Menurut Hanafiah ijab adalah menetapkan
perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan,
yang timbul pertama dari salah satu pihak yang
melakukan akad. Sedangkan qabul adalah
pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan
salah satu pihak yang melakukan akad.

Dari definisi di atas dapat dikemukakan
bahwa ijab dan qabul untuk penetapannya
tergantung kepada siapa yang lebih dahulu
menyatakan.

b) Aqid (Penjual dan Pembeli)

Agid adalah orang yang melakukan akad,
yaitu penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli
harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan
wilayah (kekuasaan).

C) Ma’qud ‘Alaih (Objek Akad Jual Beli)
Ma’qud ‘alaih atau objek jual beli adalah
barang yang dijual dan harga uang.
d. Syarat-Syarat Jual Beli

Jual beli adalah sutau persepakatan dalam tukar
menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara
sukarela di antara kedua belah pihak. Maka dari itu ada empat
syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu sebagai
berikut: (Arianti, 2013)
1) Syarat Terjadinya Akad (/n igad)

Syarat in’igad adalah syarat yang harus dipeuhi agar
akad jual beli dipandang sah menurut syara’. Apabila syarat
ini tidak terpenuhi, akad jual beli menjadi batal. Hanafiah
mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual

beli yaitu:
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a)  Aqid yaitu orang yang harus berakal, maka tidak sah
akad yang diakukan oleh orang gila dan anak yang
belum berakal.

b)  ‘Aqgid (orang yang melakukan akad) harus berbilang
(tidak sendirian). Dengan demikian akad yang
dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak
hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh
ayah membeli barang dari anaknya yang masih di
bawah umur dengan harga pasaran.

2) Syarat Akad (ljab dan Qabul)

Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa
gabul harus sesuai dengan ijab dalam arti pembeli
menerima apa yang di-ijab-kan (dinyatakan) oleh penjual.

3) Syarat Tempat Akad

Syarat yang berkaitan dengan tempat akad adalah

ijab dan gabul harus terjadi dalam satu majelis. Apabila

majelisnya berbeda maka akad jual beli tidak sah.
4) Syarat Ma’qud ‘Alaih (Objek Akad)

Syarat ma’qud ‘alaih yaitu barang yang dijual harus
ada, barang yang dijual adalah barang yang bisa dikuasai
langsung dan boleh diambil manfaatnya, barang yang dijual
harus barang yang sudah dimiliki dan barang yang dijual
harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.

Syarat sah jual beli terbagi menjadi dua bagian,
yaitu syarat umum dan khusus. Syarat umum adalah adalah
syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual
beli tersebut sah menurut syara’. Secara umum akad jual
beli harus terhindar dari enam macam ‘aib yaitu: (Muslich,
2015)

a) Ketidakjelasaan (al-jahalah)
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d)
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Ketidakjelasaan ~ yang  dimaksud adalah
ketidakjelasaan yang dapat menimbulkan
kesalahpahaman yang susah untuk diputuskan. Al-
jahalah terbagi dalam empat bentuk, yakni
ketidakjelasaan objek, ketidakjelasaan spesifikasi dan
waktu serah terimanya, ketidakjelasaan waktu seperti
dalam harga yang diangsur dan ketidakjelasaan dalam
tahap penjaminan.

Pemaksaan (al-ikrah)

Pemaksaan dalam hal ini adalah menganjurkan
orang lain agar mengerjakan suatu tindakan yang tidak
dikehendakinya. Pemaksaan ini terdapat dua jenis yakni
paksaan dengan resiko yang kecil dan paksaan
mempunyai resiko yang besar.

Pembatasan dengan waktu (at-tauqit)

Pembatasan dengan waktu adalah jual beli
dengan adanya batasan waktu. Bentuk jual beli ini dapat
dikatakan sah jika unsur dan syaratnya dapat dipenuhi
atau jangka waktu yang diucapkan saat akad sudah
ditetapkan.

Penipuan (gharar)

Gharar artinya mengandung dugaan tanpa ada
kenyataan yang terjadi pada para pihak yang melakukan
akad. Hal ini menjadi penyebab hilangnya harta, atau
bentuk jual beli yang tidak jelas wujud atau batasannya.
Kemudaratan (dharar)

Terjadinya suatu kemudharatan jika penjual saat
menyerahkan barang tidak mungkin dilakukan dengan
memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam
barang selain objek akad.

Syarat-syarat yang merusak.
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Syarat-syarat yang merusak yaitu syarat-syarat
yang memberikan manfaat hanya untuk salah satu pihak
yang melakukan transaksi, namun dalam hal syara’
tidak terdapat jenis syarat ini atau tidak sesuai dengan

tujuan akad.

3. Pengertian Taradhin
An-taradhin terdiri dari dua suku kata yaitu: ‘an dan taradhin.

Taradhin berasal dari kata taradhaya, yataradhaya, taradhuyan
setimbang dengan tafa’la, yatafa’lu, tafa’ulan, yang memiliki arti
suka. Kemudiaan dengan penambahan kata an menunjukkan bahwa
prinsip dari suka sama suka itu harus muncul dari keinginan hati dari
para pihak, dengan membuktikan adanya ijab dan gabul. (Djuwaini,
2015)

Dalam figh klasik taradhin merujuk pada prinsip bahwa akad
atau perjanjian sah bila ada kerelaan dan persetujuan para pihak yang
terlibat tanpa paksaan, ulama figh klasik menempatkan taradhin
sebagai salah satu syarat sahnya akad dalam muamalah (transaksi) dan
nikah. Taradhin menurut mazhab Hanafi dianggap sebagai syarat sah
akad, dengan pendekatan rasional dan menekankan ijtihad serta giyas
dalam persetujuan transaksi. Menurut mazhab Maliki taradhin
dipahami sebagai persetujuan yang sesuai dengan tradisi dan ijma’
yang diterapkan oleh masyarakat Madinah. Menurut Syafi’i taradhin
merupakan persetujuan yang harus jelas dan tegas, terutama dalam
akad nikah dan transaksi muamalah, menekankan dalil dan ijma’
ulama. Sedangkan, menurut Hambali taradhin wajib ada agar akad
sah, lebih menekankan pada persetujuan secara ekspilisit dan tegas.

Menurut Wahbah Zuhaili taradhin adalah prinsip yang harus
ada dalam transaksi muamalah dan akad yang menuntut adanya
kerelaan dan persetujuan bebas dari unsur paksaan, ia menekankan

pentingnya taradhin untuk menghindari gharar (ketidakjelasan) dan
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dharar (kerugian), sehingga akad menjadi sah dan adil, taradhin harus
didasari oleh informasi yang jelas dan tidak ada unsur penipuan agar

akad memenuhi maghasid syariah. (Zuhaili, 2011)

Dalam ekonomi Islam, taradhin dipandang sebagai fondasi
utama dalam transaksi bisnis yang halal dan etis. Persetujuan bebas
dan sukarela menjadi syarat agar transaksi tidak mengandung unsur
eksploitasi atau ketidakadilan. Menurut M. Quraish Shihab dalam
tafsirnya taradhin memiliki arti yaitu kerelaan, dimana kerelaan itu
adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan
tanda-tandanya dapat terlihat. Kerelaan merupakan wilayah hati yang
sulit untuk  diungkap, menurut kalangan dari Syafi’iyah dan
Hanabilah bahwa kerelaan diungkapkan dengan lafaz akad secara
lisan, namun jika adanya uzur boleh saja dengan tulisan dan tindakan,
akan tetapi secara lisan lebih utama menurut pendapat ini.
Sedangkan menurut kalangan dari Hanafiah dan Malikiah
kerelaan tidak harus menggunakan lafaz dalam akad, akad sudah
tercipta jika para pihak sudah melaksanakan kewajibannya  dalam
transaksi atau  masing-masing  pihak  sudah  menunjukkan

kerelaannya berdasarkan tindakannya. (Sanjaya, 2022)

Menurut Juhaya S. Praja an taradhin termasuk kedalam prinsip
mu’amalat yang berlaku dalam setiap bentuk muamalat baik antar
individu atau antar pihak, karena dalam menjalankan kegiatan
mu’amalat harus memiliki dasar kerelaan masing-masing. Maksudnya
adalah kerelaan dalam melakukan suatu bentuk mu’amalat, maupun
kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan

obyek perikatan dalam bentuk mu’amalat lainnya. (Rusfi, 2016)

Sementara menurut Abdul Halim Hasan Binjai bahwa
persoalan ridha merupakan tindakan yang sangat abstrak, sehingga

wajib untuk menggantungkan dengan isyarat yang dapat menunjukkan
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kerelaan tersebut, yakni dengan ijab dan kabul. Pendapat ini juga
senada sebagaimana yang diungkapkan oleh Burhanuddin S
menyatakan bahwa tanda-tanda kerelaan tidak dapat diketahui secara
lahiriah, namun bisa dilihat melalui ijab dan kabul yang dinyatakan
oleh para pihak ketika sedang bertransaksi sampai sebelum mereka
berpisah. Kalangan Hanafiyyah menerangkan bahwa ridha dan ikhtiyar
merupakan dua hal yang berbeda. Ikhtiyar merupakan adanya
kesengajaan untuk mengucapkan ungkapan yang akan menimbulkan
akad, baik dengan adanya keridhaan maupun tanpa adanya keridhaan.
Sedangkan ridha merupakan keinginan atau penerimaan terhadap efek
akad ketika dilafazhkan yang mengindikasikan terjadinya proses
pembentukan akad. Jadi, apabila terdapat keridhaan berarti terdapat
pula ikhtiyar. Tetapi jika terdapat ikhtiyar, belum tentu terdapat
keridhaan. (Zuhaili, 2011)

Adapun dasar hukum taradhin terdapat dalam Al-Quran surah

An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

/}; -
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Artinya: ” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.”

Maka dapat disimpulkan dari ayat tersebut bahwa didalam
berdagang hendaklah dilakukan atas suka sama suka atau suka rela
dan hendaklah keuntungan satu pihak tidak berdiri di atas kerugian

orang lain. Dapat dikatakan bahwa setiap transaksi yang tidak
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dilandasi kerelaan dari kedua belah pihak maka transaksi yang
dilakukan batal.

Adapun hadis yang menjelaskan tentang taradhin dalam

transaksi jual beli yaitu:

- @
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Artinya: "Dari Abi Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda:
“janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum
saling meridhai”. (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).
(Sahrani, 2011)

Hadits di atas membuktikan bahwa dalam melaksanakan jual
beli keridhaan selalu dituntut. Dari dalil Al-Quran dan Hadits ini dapat
kita tarik kesimpulan bahwa jual beli hukumnya adalah boleh dengan
ketentuan harus suka sama suka dan tidak saling menzhalimi. Dari
hadis diatas, dapat dipahami bahwa rukun sahnya transaksi jual beli
yang dilakukan adalah ridha. Kerelaan (taradhin) dalam jual beli

menjadi asas atau pondasi dasar sah/diterimanya jual beli.

. Koperasi Syariah
a. Pengertian Koperasi Syariah

Secara harfiah kata koperasi berasal dari cooperation
(Inggris), atau cooperatie (Belanda), dalam bahasa Indonesia
diartikan sebagai bekerja sama. Secara istilah koperasi adalah
perkumpulan satu orang atau lebih, tanpa adanya ikatan yang
mengikat, dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya,
Pengertian lain dari koperasi adalah sebuah organisasi atau
lembaga ekonomi modern yang memiliki  tujuan,  sistem
manajemen dan tata tertib berorganisasi. Koperasi merupakan

lembaga usaha dan hukum yang memiliki anggota perorangan
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yang aktifitasnya sesuai dengan prinsip perekeonomian yang
didasari dari asas kekeluargaan. (Azwar et al., 2021)

Muhammad Hatta menyatakan bahwa koperasi sendiri
sudah selaras dengan apa yang digariskan Islam. Ketujuh nilai
koperasi yang diungkapkan Bung Hatta dalam buku Membangun
Koperasi dan dituangkan dalam tujuh prinsip operasional koperasi;
keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian oleh anggota
secara demokratis, partisipasi ekonomis anggota, otonomi dan
kebebasan, pendidikan, pelatihan dan informasi, kerjasama antar
koperasi dan kepedulian terhadap komunitas. (Itang, 2016)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
perkoperasian pada pasal 1 menyatakan bahwa koperasi adalah
badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar
atas asas kekeluargaan. (Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25
Tahun 1992)

Menurut beberapa ahli pengertian koperasi syariah, antara
lain (Hutagulung & Batubara, 2021):

1) Menurut Ahmad Ilham, pengertian koperasi syariah adalah
usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal,
baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi
hasil, dan tidak mengandung riba.

2) Menurut Soemitra, arti dari koperasi syariah adalah suatu
lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi
hasil, guna menumbuh-kembangkan usaha mikro dan kecil
anggotanya sehingga mampu mengangkat derajat dan martabat

serta membela kepentingan kaum fakir miskin.
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3) Menurut Nur S. Buchori, pengertian koperasi syariah adalah
jenis koperasi yang mensejahterakan ekonomi para anggotanya
sesuai norma dan moral Islam dan berguna untuk menciptakan
persaudaraan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip
Islam.

4) Menurut Kementerian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1,
koperasi syariah adalah suatu bentuk koperasi yang segala
kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan,

sesuai dengan pola bagi hasil, dan investasi.

Koperasi syariah merupakan sebuah koperasi yang
berkembang di Indonesia yang pada teknis operasionalnya
menggunakan pola syariah. Syariah yang dimaksud dalam hal ini
adalah ajaran dan aturan yang telah ditentukan Allah SWT Tuhan
Yang Maha Esa untuk dipatuhi seluruh umatnya dan mahluknya
baik yang mahdoh maupun ghoir mahdoh. Koperasi Syariah
termasuk pada pola operasional dengan kategori yang
melaksanakan aturan ghoir mahdoh karena menyangkut syariat
muamalah. Sehingga dalam pelaksanaannya sebuah koperasi
syariah tentu harus sesuai dengan aturan muamalah yang sudah
ditentukan syariat. Jadi tidak mungkin koperasi ini menjalankan

operasionalnya secara konvensional. (Suhandoyo, 2023)

Menurut fatwa DSN Nomor 141/DSN-MUI/VIII1/2021
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah badan
usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas

kekeluargaan.

Koperasi syariah  mulai booming seiring dengan

perkembangan dunia industri syariah di Indonesia yang dimulai
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dari pendirian Bank Syariah pertama pada tahun 1992. Secara
hukum, koperasi syariah dinaungi oleh Keputusan Menteri
(Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91 tahun
2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa
Keuangan Syariah. Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di
dunia, Indonesia telah menjadi negara dengan Islamic Micro
Finance terbesar di dunia dengan 22 ribu gerai Koperasi Syariah
dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Jumlah ini cukup signifikan
mengingat secara hukum koperasi syariah baru didirikan pada
tahun 2004.

Koperasi  syariah  merupakan  kelompok swadaya
masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya
mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan
berdasar prinsip syariah. Keberadaan koperasi syariah dengan
jumlah yang signifikan pada beberapa daerah di Indonesia tidak
didukung oleh faktor-faktor pendukung yang memungkinkan
lembaga mikro ini untuk terus berkembang dan berjalan dengan
baik. Fakta yang ada di lapangan menunjukkan banyak koperasi

syariah yang tenggelam dan bubar.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa
koperasi syariah adalah koperasi yang menggunakan konsep akad
syirkah mufawadhah, yakni sebuah usaha yang didirikan secara
bersama oleh satu orang atau lebih. Masing-masing memberikan
kontribusi dana dalam porsi sama besar serta berpartisipasi dalam
bobot dan porsi yang sama besar pula. Dalam operasionalnya satu
sama lain mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Azas usaha
koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak

monopoli oleh salah satu pemilik modal. (Syamsudin, 2012)
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Koperasi  syariah  didirikan ~ untuk  meningkatkan
kesejahteraan bersama antara anggota koperasi pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan
perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan serta
sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pangsa pasar koperasi syariah
yang terus meningkat didorong untuk melakukan pemberdayaan
kalangan masyarakat menengah ke bawah yang diwujudkan
melalui pemberian pembiayaan usaha kecil, mikro, dan menengah
(Marlina & Pratami, 2017)

Koperasi syariah memiliki peran dalam kesejahteraan dan
perekonomian suatu Negara. Koperasi syariah mampu memberikan
pinjaman yang tidak berbasis bunga yang tinggi. Koperasi syariah
memiliki jenis akad yang dapat menjamin setiap anggota ketika
ingin bertransaksi, oleh sebab itu, anggota akan merasa aman dan
nyaman jika mekanisme tersebut diterapkan selali. Jika banyak
pembiayaan terhadap anggota yang dilakukan dengan cara tepat
maka koperasi syariah menjadi lembaga keuangan syariah yang
diminati oleh para UMKM (Hutagulung & Batubara, 2021)

Koperasi syariah adalah entitas usaha yang menjalankan
operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Koperasi
syariah melarang segala bentuk transaksi yang melibatkan riba
(bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Berikut
prinsip-prinsip dari koperasi syariah: (Nurhayati, 2015)

1) Non-riba
Semua transaksi keuangan harus terbebas dari bunga.
Pendapatan diperoleh berasal dari keuntungan nyata dari usaha

yang dijalankan, bukan dari bunga pinjaman.
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2) Profit and Lost Sharing (PLS)
Pembagian keuntungan dan kerugian didasarkan pada
kesepakatan yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.
3) Transparansi dan Keadilan
Semua transaksi harus dilakukan dengan transparansi
penuh dan adil kepada semua anggota.
4) Zakat dan Sadagah
Sebagian dari keuntungan digunakan untuk keperluan
sosial, seperti zakat dan sadagah, untuk membantu anggota

yang membutuhkan.

Adapun peran dari koperasi syariah dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat yaitu sebagai berikut:

1) Peningkatan Kesejahteraan
Koperasi syariah maupun konvesional, memiliki tujuan
utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Mereka
menyediakan akses ke layanan keuangan yang lebih terjangkau
dan adil dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional.
(Hendar, 2013)
2) Pemberdayaan Ekonomi
Koperasi memberi peluang kepada anggota untuk
mengembangkan usaha kecil dan menengah melalui akses ke
modal, pelatihan, dan pendampingan. Hal ini membantu
anggota untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka dan
berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. (Suryani,
2016)
3) Pengembangan Kapasitas Dan Pelatihan
Koperasi sering mengadakan program pelatihan dan
pengembangan kapasitas anggotanya, membantu mereka untuk

meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam berbagai



49

bidang, termasul manajamen keuangan, keterampilan teknis,
dan kewirausahaan.
4) Membangun Solidaritas Sosial
Koperasi juga berperan dalam membangun solidaritas
sosial di antara anggotanya. Dengan mengutamakan prinsip
kebersamaan dan gotong royong, koperasi memperkuat ikatan
sosial dan rasa kepedulian di antara anggota, yang berdampak

positif pada kohesi sosial dan stabilitas komunitas.
b. Dasar Hukum Koperasi Syariah

Dalam pandangan Islam koperasi termasuk sebagai
syirkah/syarikah,  yaitu = wadah  kemitraan, Kkerjasama,
kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal.
Koperasi syariah menggunakan peraturan menteri Negara
koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia
Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang “pedoman standar
Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan
Unit Jasa Keuangan Syariah”. Landasan hukum koperasi syariah
merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta
kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya
didalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No. 25/1992
tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia
mempunyai landasan sebagai berikut:

1) Landasan Idiil, sesuai dengan bab Il Undang-Undang No.
25/1992, landasan Idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila.

2) Landasan Struktural, UUD 1945.

3) Asas koperasi berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No.

25/1992, ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan.

Lembaga keuangan bank dan juga koperasi diperbolehkan

untuk membebankan biaya administrasi sesuai dengan pendapat
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Dewan Syariah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang
gardh yang memperbolehkan untuk memberi pinjaman dengan
mengenakan beban biaya administrasi kepada nggota. Besar biaya
administrasi  sehubungan dengan akad gqardh tidak boleh
berdasarkan perhitungan persentase dari jumlah dana gardh yang
diberikan.

Peraturan Kementerian Negara, Koperasi Simpan Pinjam
Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Usaha Kecil Menengah
Republik Indonesia Nomor 16/PER/M.KUKM/X/2015 dalam
Bab 1, Pasal 1 ayat 2 KSPPS menyebutkan bahwa koperasi
adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang pembiayaan,
investasi dan simpanan bagi hasil. Dalam istilah sosiologis
koperasi syariah disebut juga dengan BMT (Baitul Maal Wa At-
Tamwil). Hal ini juga yang menjadi perbedaan antara koperasi
syariah dan koperasi konvesonal . dalam koperasi konvesional
lembaga yang mengikat yakni KSPPS dan koperasi syariah
lembaga yang dengan koperasi adalah BMT. (Azwar et al., 2021)

c. Akad-Akad pada Koperasi Syariah

Koperasi syariah memiliki jenis akad yang dapat menjamin
setiap anggota ketika ingin bertransaksi. Oleh sebab itu, anggota
akan merasa aman dan nyaman jika mekanisme tersebut diterapkan
selalu. Jika banyak pembiayaan terhadap anggota yang dilakukan
dengan cara tepat maka koperasi syariah menjadi lembaga keungan
syariah yang diminati oleh para UMKM. Terdapat jenis lembaga
keuangan syariah yang sudah beredar di penjuru Indonesia. Hanya
saja banyak masyarakat yang melakukan pinjaman kepada koperasi
yang konvensional. Sementara praktik yang dilakukan dalam
lembaga tersebut tidak terdapat dalam ajaran Islam. Oleh karena
itu, koperasi syariah dapat dijadikan pedoman untuk para

pengusaha bisnis kecil atau menengah dalam mengembangkan
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usaahnya. Banyaknya usaha atau bisnis masyarakat yang

berkembang maka taraf perekonomian masyarakat juga meningkat

dan pemasukan Negara juga meningkat (Hutagulung & Batubara,
2021)

Akad yang digunakan pada produk simpanan koperasi

syariah dapat menggunakan dua akad yaitu sebagai berikut:
(Nainggolan, 2016)

1)

2)

Akad Wadi’ah

Akad wadi’ah adalah akad penitipan barang atau uang
yang terjadi antara pihak yang mempunyai barang atau uang
dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk
menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau
uang tersebut.

Menurut para ulama dari kalangan mazhab Maliki
Syafi’i dan Hambali mendefinisikan wadi’ah sebagai akad
yang mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu
dengan cara tertentu. Sedangkan, ulama mazhab Hanafi
mengartikan wadiah sebagai akad yang mengikutsertakan
orang lain dalam memlihara harta baik dengan ungkapan yang
jelas, melalui tindakan, maupun isyarat.

Menurut  Zuhaily, wadi’ah merupakan pemberian
wewenang kepada seseorang untuk menjaga sebuah barang
milik orang lain dengan cara tertentu. Secara kumulatif, wadiah
memiliki dua pengertian, yang pertama yakni pernyataan dari
seseorang yang telah memberikan wewenang atau mewakilkan
kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya;
kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak
lain untuk dijaga atau dipelihara.

Akad Mudharabah
Akad mudharabah dalam pemghimpunan dana adalah

akad kerja sama antara pihak pertama (malik, sahibul mal, atau
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nasabah) sebagai pemilik dana dengan pihak kedua (‘amil,
mudahrib, atau bank syariah) yang bertindak sebagai pengelola
dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan
kesepakatan yang dituliskan dalam akad.
d. Produk-produk Koperasi Syariah
Menurut Philip Kotler produk adalah segala sesuatu yang
dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan
keinginan konsumen. Sedangkan menurut W.J Stanton produk
adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud,
termasuk didalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik,
nama baik toko yang menjual (pengecer) dan pelayanan pabrik
serta pelayanan pengecer, yang menerima oleh pembeli guna
memuaskan keinginannya. Macam jenis produk penghimpunan
dana dan penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah sebagai
berikut: (Hutagulung & Batubara, 2021)
1) Produk penghimpunan dana (finding)
Pelayanan  jasa  simpanan atau tabungan  berupa
simpanan/tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk
simpanan/tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka
waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan
penarikannya.
a) Simpanan Pokok
Simpanan pokok merupakan modal awal anggota
yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut
sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad
syariah simpanan pokok tersebut adalah akad musyarakah
yang berarti transaksi penanaman dana dari dua atau lebih
pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai
syariah dengan pembagian hasil usaha para pihak
berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati

sesuai porsi penanaman modal. Berdasarkan fatwa dewan
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syariah nasional (DSN) NO. 08/DSN-MUI/IV/2000
menyatakan musyarakah adalah semua bentuk usaha yang
melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara
bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya
baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Rukun
musyarakah yang harus dipenuhi, yaitu; pelaku akad, porsi
kerjasama, proyek/usaha, ijab dan gabul, nisbah bagi hasil.
b) Simpanan Wajib
Simpanan wajib masuk dalam kategori modal
koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar
kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah
anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu
setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari
keanggotaan koperasi syariah.
c) Simpanan Sukarela
Simpanan sukarela yang merupakan bentuk
investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki
kelebihan dana kemudian menyimpan di koperasi syariah.

Bentuk simpanan sukarela ini memiliki 2 jenis karakter

antara lain:

(1) Karakter yang pertama bersifat akad titipan, yang
disebut (wadi’ah) yang berarti transaksi penitipan
dana anggota kepada koperasi syariah dengan
kewajiban bagi koperasi syariah untuk dapat
mengembalikannya pada saat diambil sewaktu-waktu
oleh anggota. Kemudian berdasarkan fatwa dewan
syariah nasional (DSN) NO. 01/DSN-MUI/IVV/2000
menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara
syariah vyaitu giro yang berdasarkan prinsip
mudharabah dan wadi’ah, dapat dibenarkan
berdasarkan fatwa DSN NO. 02/DSN-MUI/IV/2000
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menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu
tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan
wadi’ah. Rukun wadi’ah menurut para ulama ada 4,
yaitu: orang yang menitipkan, orang yang dititipi
barang, barang yang dtitipkan, ijab, gabul, dan
shighah. Syarat wadi’ah yaitu: orang yang berakad
harus cakap hukum, barang yang dtitipkan harus jelas
dan dapat dikuasai untuk dipelihara.

Karakter kedua bersifat investasi, yang memang
ditujukan  untuk  kepentingan usaha  dengan
mekanisme bagi hasil (mudharabah) baik revenue
sharing maupun profit and sharing. Konsep simpanan
yang diberlakukan dapat berupa simpanan berjangka
mudharabah mutlagoh maupun simpanan berjangka
mudharabah ~ mugayyadah.  Simpanan/tabungan
mudharabah mutlagoh adalah bentuk kerja sama
antara pemilik dana (shahibul mal) dengan koperasi
syariah  selaku pengusaha (mudharib) yang
cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh
spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah usaha.
Sementara mudharabah mugayyadah adalah bentuk
kerjasama antara pemilik dana dengan koperasi
syariah selaku pengusaha dimana penggunaan dana
dibatasi oleh ketentuan yang dipersyaratkan oleh
pemilik dana. Kemudian berdasarkan Fatwa Dewan
Syariah Nasional (DSN) NO. 07/DSN-MUI/1V/2000
menyatakan mudharabah adalah bentuk kerjasama
antara dua atau lebih pihak dimana salah satu pihak
mempercayakan sejumlah modal kepada pihak lain
yang bertindak sebagai pengelola (mudharib) dengan

suatu perjanjian pembagian keuntungan. Rukun
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mudharabah, yaitu: pemilik modal (shahibul mal),
mudharib (pengelola), usaha/pekerjaan, nisbah bagi
hasil usaha yang jelas, dan ijab serta gabul. Adapun
syarat mudharabah, vyaitu: penyedia dana dan
pengelola harus cakap hukum, keuntungan mudhara
bah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan
dari modal.
2) Produk Penyaluran Dana (Financing)

Sesuai dengan sifat dan fungsi koperasi, maka sumber
dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun
calon anggota. Sifat penyaluran dananya ada yang komersil ada
pula sebagai pengemban fungsi sosial. Penyaluran dana koperasi
syariah berdasarkan unit kerjanya baik unit sektor riil maupun
Unit Usaha Keuangan Syariah (UUKS), yaitu:

a) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang
dilakukan dengan prinsip jual beli.

b) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa
dilakukan dengan prinsip sewa.

c) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama
yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa,
dengan prinsip bagi hasil.

3) Pelayanan Jasa (Services)

Akad ini dioperasionalkan dengan pola sebagai berikut:

a) Alih utang-piutang (al-hiwalah), transaksi pengalihan
utang piutang. Berdasarkan fatwa dewan syariah
nasional NO. 12/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan
hiwalah adalah transaksi pengalihan utang piutang.
Koperasi mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan
utang piutang. Rukun hiwalah yang harus dipenuhi,

yaitu: pelaku akad, objek akad, shighah atau ijab gabul.
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Syarat hiwalah yaitu: persetujuan para pihak para pihak
terkait, kedudukan dan kewajiban para pihak.

Gadai (rahn), untuk memberikan jaminan pembayaran
kembali kepada koperasi syariah dalam memberikan
pembiayaan. Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional
NO. 25/DSN-MUI/111/2000 menyatakan rahn adalah
bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai
jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan.

Rukun rahn yang harus dipenuhi, yaitu; pelaku akad,
objek akad, atau ada barang, dan shighah atau ijab
gabul. Syarat rahn, yaitu: pelaku harus cakap hukum,
menutupi utangnya baik barang atau nilanya ketika si
peminjam tidak mampu melunasi utangnya.

Al-Qardh, pinjaman kebaikan, untuk digunakan
membantu keuangan anggota secara cepat dan
berjangka pendek. Berdasarkan fatwa dewan syariah
nasional NO. 19/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan al-
gardh adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota
yang memerlukan. Rukun al-gardh yang harus
dipenuhi, yaitu: pelaku akad, objek akad, tujuan atau
pinjaman tanpa imbalan, dan shighah. Syarat al-gardh,
yaitu: kerelaan kedua pihak, dana digunakan untuk
sesuatu yang bermanfaat dan halal. Berdasarkan fatwa
dewan syariah nasional NO. 10/DSN-MUI/1V/2000
menyatakan wakalah adalah pelimpahan kekuasaan
(pekerjaan) dari anggota kepada koperasi syariah dan
atas jasanya tersebut koperasi syariah berhak meminta
imbalan tertentu. Rukun wakalah yang harus dipenuhi,
yaitu: orang yang mewakilkan dan orang yang
diwakilkan, objek yang diwakilkan, shighat akad.

Syarat wakalah, yaitu: pemberi kuasa dan penerima
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kuasa harus cakap hukum, objeknya harus seperti jual
beli, pemberian upah dan sejenisnya.

e) Kafalah, berarti penjaminan, yang dimaksud dalam
koperasi syariah adalah penjaminan yang dilakukan
koperasi syariah kepada anggotanya dengan tujuan
mendapatkan fasilitas dari pihak lain dan anggota
memberikan imbalan dalam bentuk fee/ujroh.
Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional NO.
11/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan dalam kafalah,
terdapat pengalihan tangggung jawab anggota kepada
koperasi syariah dan atas jasanya koperasi syariah
berhak meminta imbalan. Rukun kafalah yang harus
dipenuhi, yaitu: penjamin, barang yang
dijaminkan/utang, pihak yang dijamin, sighah akad.
syarat kafalah, yaitu: pelaku akad harus cakap hukum,
yang terutang adalah orang yang dikenal oleh penjamin,

harus jelas nilai jumlah dan spesifikasinya.

5. Tunjangan Hari Raya (THR)
a. Pengertian Tunjangan Hari Raya (THR)

Secara bahasa THR adalah singkatan dari Tunjangan Hari
Raya yang secara harfiah berarti tunjangan atau pendapatan
tambahan tambahan yang diberikan menjelang hari raya
keagamaan. Secara istilah THR adalah pendapatan non upah yang
diberikan perusahaan kepada karyawan atau keluarganya
menjelang hari raya keagaamaan, tunjangan ini merupakan suatu
kebutuhan bagi pekerja untuk merayakan hari keagamaan.
Tunjangan ini diberikan karena adanya kebutuhan tambahan
sehingga pengeluaran pekerja dan keluarganya menjadi meningkat
ketika merayakan Hari Raya Keagamaan. Pemberian Tunjangan ini
menjadi suatu kewajaran demi untuk memenuhi kebutuhan kerja.

Pembayaran Tunjangan Hari Raya merupakan kewajiban yang
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harus dipenuhi olen Pemerintah dan Pengusaha setiap menjelang
perayaan Hari Raya Keagamaan. (Adelia, 2020)

Secara ekonomi dan sosial, THR bukan sekadar bonus atau
insentif, melainkan hak karyawan yang dijamin undang-undang,
diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi kerja selama
setahun dan untuk membantu karyawan mempersiapkan perayaan
hari raya agar dapat berlangsung dengan tenang tanpa beban
finansial. Dengan demikian para ahli memandang THR sebagai
kewajiban hukum dan hak pekerja yang bersifat non-upah,
berfungsi sebagai penghargaan dan bantuan finansial menjelang
hari raya keagamaan, yang diatur secara jelas dalam peraturan
ketenagakerjaan Indonesia.

Jadi dapat disimpulkan bahwa THR adalah pendapatan
tambahan yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada pekerja
sebagai bentuk pengahargaan dan bantuan dalam menyambut hari
raya keagamaan, dan ini telah menjadi hak yang dilindungi oleh
peraturan ketenagakerjaan di Indonesia. Tunjangan Hari Raya
adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh
pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang Hari
Raya Keagamaan vyang berupa wuang atau bentuk lain.
Tunjangan Hari Raya terdapat 2 (dua) subyek yang saling
mempunyai kepentingan didalamnya, yakni: (Sapoan, 2022)

1) Pengusaha sebagai subyek pemberi THR.

Pengusaha memiliki kepentingan dalam pemenuhan
kewajibannya sebagai pemberi THR sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016.
Dimana orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum
yang berada di Indonesia yang menjalankan suatu perusahaan

milik sendiri dan atau perusahaan bukan miliknya.

2) Pekerja sebagai subyek penerima THR
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Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan hak yang
harus diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan
yang telah mereka lakukan. Pengusaha wajib memberikan
THR kepada pekerja setiap satu kali selama setahun.
Besarnya jumlah THR telah ditetapkan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 besar tunjangan dibagi
menjadi 2 bagian, yaitu:

a) Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan
secara terus menerus atau lebih dirumuskan sebagai
berikut:

(1) Bagi pekerja yang telah ditetapkan untuk menerima
setiap satu bulan sekali maka akan menerima sebesar
satu bulan upah sehingga dapat dikatakan THR = satu
bulan upah.

(2) Bagi pekerja yang telah ditetapkan bahwa penerimaan
upah dilakukan secara harian dengan ketentuan yang
sama yakni pekerja mempunyai masa kerja selama 12
bulan atau lebih secara terus menerus atau lebih akan
menerima THR = upah x 30 hari.

b) Pekerja yang mempunyai 12 bulan kerja di beri THR
dengan rumus 12 bulan adalahh 1x upah perbulan. Dalam
pasal ini juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan
upah satu bulan adalah upah pokok ditambah dengan
tunjangan-tunjangan tetap. 2) Pekerja yang mempunyai
masa Kerja tiga bulan secara terus menerus tetapi kurang
dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa
kerja yakni dengan perhitungan masa kerja/12x1(satu)
bulan upah.Dirumuskan : Masa Kerja/12 = 6 bulan upah.

Tunjangan Hari Raya yang diberikan oleh pemerintah dan
pengusaha tidak lepas dari faktor pekerja yang menerimanya.

Pekerja di sini ialah sebagai tenaga kerja yang bekerja kepada
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pengusaha sehingga berhak atas imbalan yang ada. Pengusaha
wajib membayar Tunjangan Hari Raya kepada pekerjanya sesuai
dengan ketentuan yang ada sejak terjadinya hubungan kerja sampai
dengan berakhirnya hubungan kerja.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan hak-hak pekerja
sangat penting dalam kehidupan industri Indonesia yang diatur
dalam undang-undang ketenagakerjaan sebagai penjabaran dari
Pancasila sebagai falsafah Bangsa Indonesia dan UUD Tahun 1945
sebagai asar hukum konstitusi Indonesia. Hukum sebagai panglima
dan sifat hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara
pekerja dan pengusaha, maka dimunculkannya aturan tentang
ketenagakerjaan, aturan tersebut berupa Undang-Undang
ketenagakerjaan yang meliputi Undang-Undang No. 13 Tahun
2003, Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Kerja
Sosial Tenagakerja, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang
Perselisihan Hubungan Industri, UndangUndang No. 21 Tahun
2000 tentang Sarikat Buruh dan Peraturan Pemerintah maupun
keputusan ~ Pemerintah  yang  berkaitan  dengan  dunia
ketenagakerjaan. (Sari, 2020)

. Dasar Hukum Tunjangan Hari Raya (THR)

Dasar hukum tunjangan hari raya Berdasarkan  Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
M/6/Hk.04/1v/2021 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari Raya Keagamaan. Berdasarkan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari
Raya Keagamaan bagi Tenaga kerja/Buruh di Perusahaan,
pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh pengusaha kepada tenaga kerja/buruh.
Peraturan ini menetapkan bahwa THR adalah pendapatan non-upah
yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau

keluarganya menjelang hari raya keagamaan, dengan ketentuan



61

pekerja yang sudah bekerja minimal satu bulan berhak menerima
THR secara proporsional, dan pekerja dengan masa kerja 12 bulan
atau lebih berhak menerima THR sebesar sau bulan upah. (Asmara
etal., 2022)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang pengupahan, yang juga mengatur kewajiban pemberian
THR. Untuk Aparatur Negara, Pensiunan, dan penerima tunjangan
Negara, pemberian THR diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
2023 yang mengatur teknis pemberian THR. Dan menurut
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang
merivisi pasal 88E Undang-Undang Ketenagakerjaan, menegaskan
hak pekerja kontrak atas THR dan hak-hak lain secara proporsional
sesuai masa kerja. (Vijayantera, 2016)

Menurut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia No. M/2/HK.04.00/111/2025  menyebutkan bahwa
pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi
pekerja/buruh  merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan
pekerja/buruh dan keluarganya dalam menyambut Hari Raya
Keagamaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 6 Tahun 2016 Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
bagi pekerja/buruh di perusahaan, pemberian THR Keagamaan
merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha

kepada pekerja/buruh.

B. Penelitian yang Relevan
Pada bagian ini, Peneliti merangkum publikasi penelitian
sebelumnya yang berakitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan.
Dengan melakukan proses ini, Peneliti dapat menentukan tingkat

keorisinilitas dan posisi yang akan dilakukan. Penelitian relevan menjadi
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penting karena menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian
sebelumnya. Peneliti menemukan adanya hal yang serupa dengan

penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu:

1. Penelitian yang dillakukan oleh Muhamad Sapoan dengan judul jurnal
Pengaturan Dan Penerapan Tunjangan Hari Raya Berdasarkan Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/1v/2021 (Studi
Rsia Permata Hati Kota Mataram). Penelitian ini membahas tentang
penerapan besaran tunjangan hari raya bagi pekerja, dimana
perusahaan Rumah sakit Ibu dan Anak (RSIA) Permata Hati Kota
Mataram memberikan Tunjangan Hari Raya berdasarkan Perhitungan
Upah gaji bulanan yang diterima oleh pekerja. Perusahaan tersebut
memberikan tunjangan hari raya kepada pekerja sesuai dengan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 terdapat juga
dengan  surat edaran  Menteri  Ketenagakerjaan ~ Nomor
M/6/HK.04/1V/2021. Perbedaan yang ada pada jurnal di atas dengan
yang peneliti lakukan adalah bahwa penelitian yang peneliti lakukan
mengenai pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya di KPN Syariah
Al-lkhlas menurut perspektif figh muamalah sedangkan penelitian di
atas membahas tentang penerapan besaran tunjangan hari raya yang
disesuaikan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

2. Adapun penelitian yang dilakukan Zilda Clarita Reditania dengan
judul jurnal Implementasi Kebijakan Pembayaran Tunjangan Hari
Raya pada Masa Pandemi Covid 19. Penelitian ini membahas tentang
pelaksanaan pembayaran THR di Kota Semarang pada masa pandemi
covid 19 yang mana waktu dan nominal pemberian THR yang tidak
sesuai. Perbedaan yang ada pada jurnal di atas dengan yang peneliti
lakukan adalah bahwa penelitian yang peneliti lakukan mengenai
pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (THR) di Minimarket KPN

Syariah Al-lIkhlas menurut perspektif figh muamalah sedangkan
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penelitian di atas membahas tentang tidak efektif nya pemberian THR
pada masa covid 19.

. Penelitian yang dilakukan oleh Sinta Adelia dengan judul skripsi
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tunjangan Hari Raya
Bagi Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil. Ditemukan bahwa terjadi
ketidakalilan dan ketidak transparan BMT dalam mengelola
keuntungan yang dibentuk menjadi THR berakibat tidaksamaanya
pembagian THR bagi nasabah. Dalam teori hukum Islam pihak BMT
tidak melakukan prinsip Syariah dengan benar, tidak amanah dan tidak
jujur serta adil. Berdasarkan penelitan yag telah dilakukan BMT
menjadikan THR sebagai keuntungan bagi hasil kepada nasabah, tetapi
tidak semua nasabah mendapatkan keuntungan THR tersebut, serta
ketidaktransparanya pihak BMT kepada nasabah tentang keuntungan
bagi hasil dari uang tabungan nasabah yang digunakan oleh BMT.
Sedangkan perbedaan terhadap penelitian yang peneliti teliti yaitu
peneliti lakukan mengenai pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya
(THR) di Minimarket KPN Syariah Al-lkhlas menurut perspektif figh
muamalah sedangkan penelitian di atas membahas tentang
ketidakadilan dan ketidaktransparan BMT dalam mengelola
keuntungan yang dibentuk menjadi THR berakibat tidaksamaanya
pembagian THR bagi nasabah tersebut.

. Penelitian yang dilakukan oleh As’ad Fuadi dengan judul jurnal
analisis donasi kembalian belanja di minimarket perspektif hukum
ekonomi syariah bahwa pada penarikan uang kembalian untuk
program donasi ini adalah  untuk mempermudah transaksi
antara penjual dan pembeli, sehingga pada uang Yyang
nominalnya Kkecil dialihkan kedalam bentuk donasi. Namun
hendaknya lebih bijak dan transparansi dana konsumen yang di
donasikan bisa di mengerti oleh konsumen sehingga tidak
menimbulkan ketidakyakinan dan unsur keterpaksaan. Perbedaan

terhadap penelitian yang peneliti teliti yaitu peneliti lakukan mengenai
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penerapan konsep taradhin di Minimarket KPN Syariah Al-lkhlas
perspektif figh muamalah sedangkan penelitian di atas membahas
tentang pengelolaan terhadap kerelaan pengembalian donasi yang
dilakukan oleh pelanggan dan kasir minimarket.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Wahyuni dengan judul jurnal
pemahaman pengelola koperasi pegawai negeri syariah RSUD Prof.
Dr. MA Hanafiyah sm Batusangkar terhadap pembiayaan murabahah.
Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pengelolaan pembiayaan
murabahah pada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiyah yang
mana pembiayaan murabahah ini menyertakan akad wakalah yang
dibagi berdasarkan status pegawai kontrak, PNS, dan pejabat
Sedangkan perbedaan terhadap penelitian yang peneliti teliti yaitu
peneliti lakukan mengenai penerapan konsep taradhin di Minimarket
KPN Syariah Al-lkhlas perspektif figh muamalah sedangkan penelitian
di atas membahas tentang pembiayaan murabahah ini menyertakan
akad wakalah yang dibagi berdasarkan status pegawai kontrak, PNS,

dan pejabat.

Berdasarkan dari tinjauan literatur yang penulis dapatkan tidak
satupun yang sama dengan pembahasan yang penulis bahas terkait dengan
permasalahan yang penulis teliti yaitu tentang penerapan konsep taradhin
terhadap belanja barang bagian dari tunjangan hari raya di Minimarket

KPN Syariah perspektif figh muamalah.



BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji hubungan antara aturan hukum
dan praktik di masyarakat, penelitian ini fokus pada pelaksanaan
pemberian tunjangan hari raya (THR) di KPN Syariah Al-lkhlas perspektif

figh muamalah.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPN Syariah Al-lkhlas JI. Jenderal
Sudirman, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten
Tanah Datar. Latar penelitian ini adalah tentang pelaksanaan pemberian
tunjangan hari raya (THR). Pelaksanaan penelitian ini di mulai sejak
bulan Juli tahun 2024 sampai bulan Agustus tahun 2025. Adapun
alasan peneliti mengambil objek penelitian di KPN Syariah Al-Ikhlas
karena di KPN Syariah Al-lkhlas ini selain melakukan pemberian THR
berupa uang KPN ini juga memberikan THR dalam bentuk barang

yang disediakan di minimarket milik KPN Syariah Al-lkhlas.

65



66

BERIKUT STRUKTUR ORGANISASI KPN SYARIAH AL-IKHLAS

PERIODE 2024-2027

RAPAT ANGGOTA
PEMBINA PENGURUS PENGAWAS
Rektor UIN Mahmud  |-- Ketua : Koordinator :
Yunus Batusangkar Dr. Ulya Atsani, SH., M.Hum |"7"|  Dr. Nasfizar Guspendri, SE., M.Si .
Sekretaris : Anggota :
Yusrizal Efendi, S.Ag., M.Ag., Drs. H. Emrizal, MM.
QIA. Hj. Elfina Yenti, SE., Ak., M.Si, CA.
Bendahara :
Yulva Romi, SE.

i e |

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Koordinator :
Prof. Dr. H. Syukri Iska, M.Ag.
Anggota : Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag

Unit Simpan Pinjam &
Pembiayaan Syariah
Meri Wirna SE. Sy.

Unit Shariah Mart
Aina

Lidia Puspita Sari SE.Sy.

e

Unit KPN Trans
Aprizal

ANGGOTA KOPERASI

2. Waktu Penelitian
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Adapun waktu penelitian berlangsung selama beberapa bulan
terhitung dari bulan Juli tahun 2024 sampai bulan Agustus tahun 2025,

dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Timer Schedule Penelitian

Tahun 2024-2025
No Kegiatan Juni-Juli | September- | Mei Juni-Juli | Agustus
Februari
1 | Survei Awal
v
2 | Bimbingan
Proposal v
3 | Seminar
Proposal v
4 | Revisi Proposal
v
5 | Penelitian
v
6 | Bimbingan
Skripsi v
7 | Munagasah
v

C. Instrumen Penelitian
Instrument utama dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, yang
mana penulis ke lapangan langsung untuk mengumpulkan data, mengolah
data dan membuat kesimpulan hasil temuan data. Instrumen pendukung
dalam penelitian ini, penulis dibantu oleh buku catatan, handphone, dan

daftar wawancara.
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D. Sumber Data
Sumber data adalah orang atau objek yang digunakan peneliti
untuk mendapatkan dan memberikan informasi tentang kondisi dan situasi

yang diteliti. Sumber data yang digunakan peneliti meliputi:

1. Sumber Data Primer
Adapun yang menjadi sumber data primer penulis dalam

penelitian ini yaitu: Pengurus ( Sekretaris dan Bendahara) serta 5 orang
anggota KPN Syariah Al-lkhlas .

2. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah  sumber data tambahan yang

diperoleh dari penelitian dan wawancara yang sudah tersedia dalam
bentuk dokumen-dokumen yang terkait dengan KPN Syariah Al-
Ikhlas, Dewan Pengawas Manajemen serta staf di Minimarket KPN
Al-Ikhlas.

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara

dan dokumentasi yaitu, sebagai berikut:

1. Wawancara
Wawancara adalah proses tanya-jawab secara lisan antara
penulis dengan orang yang akan diwawancarai mengenai topik
penelitian untuk bertukar informasi dan pada akhirnya memperoleh
interpretasi terkait topik yang diteliti. Dalam wawancara, penulis
melakukan beberapa langkah, sebagai berikut:

a. Menentukan orang yang akan diwawancarai yaitu anggota
koperasi dan pengurus koperasi Minimarket KPN Syariah Al-
Ikhlas.

b. Menyiapkan daftar pertanyaan yang akan dipertanyakan ketika
wawancara.

c. Mengawali dan membuka alur wawancara.
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d. Melangsungkan wawancara.
e. Mengkonfirmasi hasil wawancara dan mengakhirinya.

f.  Menulis hasil wawancara dalam buku lapangan.

2. Dokumentasi
Dokumentasi untuk mendapatkan data tertulis seperti
dokumen vyang berkaitan dengan THR dan kebijakan THR
berdasarkan RAT KPN Al-lkhlas UIN Mahmud Yunus

Batusangkar.

F. Teknik Analisis Data
Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan selama periode
pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data.
Pada saat wawancara penulis menganalisis jawaban informan selama
wawancara. Jika hasil analisis ternyata tidak memuaskan, penulis akan
melanjutkan pertanyaan sampai tahap tertentu untuk mendapatkan data

yang dapat diandalkan.

Penelitian kualitatif biasanya menggunakan model analisis yang
dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang juga dikenal sebagai
metode analisis data interaktif. Analisis data kualitatif memiliki tiga

langkah yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan,

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data
Teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan untuk
membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan penulis benar-benar
penelitian ilmiah dan juga memiliki kemampuan untuk menguji data yang
diperoleh. Penulis menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin

keabsahan data yang diperoleh penulis yang meliputi:

1. Triangulasi sumber adalah proses menguji kredibilitas data
dengan mengevaluasi data yang diperoleh dari berbagai sumber
data. Data yang diperoleh dari berbagai sumber data ini

kemudian dideskripsikan, dikategorikan, dan diidentifikasi
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mana perspektif yang sama, mana yang berbeda, dan mana
yang lebih spesifik. Triangulasi sumber yang dilakukan penulis
adalah wawancara dari narasumber ke narasumber yang lainnya
terkait dengan topik penelitian penulis sehingga masing-masing
narasumber tersebut menghasilkan data yang berbeda pula
tentang fenomena yang berkaitan dengan penerapan konsep
taradhin. Di sini penulis menggunakan narasumber yang
berbeda untuk mengecek kebenaran informasi.

. Triangulasi metode adalah metode yang digunakan untuk
memeriksa keabsahan data yang digunakan untuk memeriksa
keabsahan data dengan memanfaatkan keunggulan alat
pengumpul data dengan cara membandingkan informasi dan
data dengan cara yang berbeda. Triangulasi metode yang
dilakukan penulis adalah menguji data yang diperoleh hasil

wawancara terhadap narasumber.



BAB IV
TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pada Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) di KPN
Syariah Al-lkhlas
Penerapan pemberian tunjangan hari raya (THR) di KPN Syariah

Al-lkhlas didasarkan atas kesepakatan bersama antara pengurus dengan
anggota dalam rapat anggota tahunan (RAT) yang merupakan kesepakatan
tertulis. RAT ini mencakup bagaimana cara pemberian tunjangan hari raya
berupa barang yang di lakukan di KPN Syariah Al-lkhlas UIN Mahmud
Yunus Batusangkar. Adapun syarat bagi anggota yang bisa mengambil
tunjangan hari raya berupa barang tersebut yaitu sebagai berikut: (RAT
KPN Al-lkhlas UIN Batusangkar, Pasal 13)

a) Warga Negara Indonesia

b) Mampu melakukan perbuatan hukum

¢) Mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha
KPN Al-lkhlas UIN Batusangkar

d) Pegawai sipil pada UIN Batusangkar

e) Menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KPN Al-
Ikhlas UIN Basangkar

f) Bersedia menjadi pengguna jasa KPN Al-lkhlas UIN Batusangkar

g) Berpatisipasi dalam kegiatan usaha KPN Al-lkhlas UIN
Batusangakar

h) Jujur dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi dan
sejenisnya

1) Mempunyai rasa kepedulian dan solidaritas social sesama anggota

J) Tidak pernah diberhentikan sebagai anggota KPN Al-lkhlas UIN
Batusangkar

k) Telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah
menandatangani atau membubuhkan cap jempol pada buku daftar

anggota
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I) Telah melunasi simpanan pokok dan membayar simpanan wajib

dan wajib khusus.
Adapun di pasal 14 RAT KPN Syariah Al-lkhlas UIN

Batusangkar disebutkan beberapa persyaratan lanjutan, yaitu:

a)

b)

Untuk menjadi anggota KPN Al-lkhlas UIN Batusangkar, calon
anggota mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus
KPN Al-lkhlas UIN Batusangkar

Pengurus memberi jawaban atas permohonan tersebut, diterima
atau ditolak dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas hari)
Keanggotaan KPN Al-lkhlas UIN Batusangkar dipandang sah, jika
yang bersangkutan telah tercatat dan membubuhkan tanda tangan
dalam buku daftar anggota koperasi yang diselengggarakan oleh
pengurus.

Berikut penjelasan mengenai penerapan tunjangan hari raya

(THR) yang tertuang didalam dokumen rapat anggota (RAT) tahunan
KPN Syariah Al-lkhlas:

a.

Berdasarkan RAT yang diadakan oleh pengurus KPN Syariah Al-
Ikhlas

Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pegawai Negeri (KPN)
Syariah Al-lIkhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar menyebutkan
untuk penetapan tunjangan hari raya idul fitri. Tunjangan hari raya

anggota naik sama dengan jumlah THR tahun 2024 dengan rincian:

No. Keterangan 2024 2025

1 Tunjangan hari raya idul firti.
Tunjangan hari raya anggota
sama dengan jumlah THR
tahun 2024 dengan rincian:

1. Masa keanggotaan >15
tahun ke atas 1.320.000,- | 1.320.000,-
2. Masa keanggotaan 10 <_ 15
tahun 1.100.000,- | 1.100.000,-
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3. Masa keanggotaan 7 <_ 10

tahun 990.000,- 990.000,-
4. Masa keanggotaan 5<_ 7

tahun 935.000,- 935.000,-
5. Masa keanggotaan 3 <_ 5

tahun 825.000,- 825.000,-
6. Masa keanggotaan 1 <_ 3

tahun 605.000,- 605.000,-
7. Masa keanggotaan <_ 1

tahun 165.000,- 165.000,-
Catatan:

THR sejumlah Rp. 200.000,-
(dua ratus ribu rupiah) dalam
bentuk barang yang tersedia
diminimarket atau sebanyak
Rp. 165.000,- bagi anggota
dengan masa keanggotaan <_ 1

tahun

(Tabel 4.1 Dokumen Program Kerja KPN Syariah Al-1khlas)

Berdasarkan RAT di atas maka ditetapkan pembagian THR
dalam bentuk barang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu
rupiah) dalan bentuk barang yang tersedia diminimarket atau
sebanyak Rp. 165.000,- bagi anggota dengan masa keanggotaan <_
1 tahun. Proses pemberian THR ini dilakukan menjelang hari raya
keagamaan, yang mana THR berupa uang sejumlah Rp 1.320.000
diberikan kepada anggota dengan ketentuan Rp 200.000 dari
jumlah uang yang diberikan tersebut dibelanjakan dalam bentuk
barang yang tersedia di Minimarket milik KPN Syariah Al-lkhlas.

b. Berdasarkan Anggaran Dasar/AD KPN Syariah Al-Ikhlas



74

Rapat anggota tahunan adalah rapat anggota untuk meminta
pertanggungjawaban pengurus, pengawas dan dewan pengawas
syariah, rapat anggota tahunan berwewenang menetapkan:

1) Pembahasan laporan pertanggungjawaban pengurus tentang
perkembangan KPN Syariah Al-lkhlas UIN Mahmud Yunus
Batusangkar tahun yang bersangkutan

2) Pembahasan laporan pertanggungjawaban pengawas dan
dewan pengawas syariah tentang hasil pengawasan dan
pemeriksaannya

3) Pengesahan terhadap laporan pertanggungjawaban pengurus,
pengawas dan dewan pengawas syariah dalam pelaksanaan
tugasnya

4) Sisa hasil usaha KPN Al-lkhlas UIN Mahmud Yunus

Batusangkar bagi anggota

Penyelenggaraan rapat anggota tahunan diadakan paling lambat
tanggal 31 Maret setiap tahun, rapat anggota tahunan dinyatakan kourum
apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah plus 1 dari jumlah anggota
yang tercatat dalam daftar anggota, serta ketentuan lebih lanjut tentang
pelaksanaan rapat anggota tahunan diatur dalam angora rumah tangga
KPN Al-lkhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan kepada pengurus
yaitu Sekretaris KPN Syariah Al-lkhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar
yaitu Yusrizal Efendi mengenai penerapan pada pemberian tunjangan hari

raya di KPN Syariah Al-lkhlas menyatakan:

“ THR ini berupa pemberian uang melalui transferan kepada setiap
anggota dan jumlah THR yang di transfer ini sesuai dengan seberapa
banyak gaji yang diterima oleh anggota tersebut di setiap bulannya
sehingga THR yang didapatkan tidak sama di setiap anggota serta
pemberian THR berupa uang lalu diberikan dalam bentuk barang kepada
anggota diberikan dalam jumlah yang sama banyak untuk setiap
anggotanya yaitu senilai Rp. 200.000-. Hal ini juga berdasarkan
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keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT)”. (Sekretaris KPN Syariah Al-
Ikhlas, 24 Juni 2025)

Peneliti juga melakukan wawancara kepada bendahara KPN
Syariah Al-Ikhlas yaitu Yulva Romi mengenai penerapan pada pemberian
tunjangan hari raya di KPN Syarih Al-lkhlas menyatakan bahwa:

“Keputusan tertinggi di koperasi adalah dari anggota dan untuk THR
berupa barang ini yaitu disebutkan barang yang tersedia di koperasi. Hal
ini ada didalam buku RAT, yaitu THR senilai Rp. 200.000 diberikan
dengan bentuk barang yang tersedia di minimarket dan kalau stock
barang sudah habis jadi kita dituntut untuk menyediakan lagi serta jika
harga pokok naik otomatis juga dinaikkan harga barang yang ada dan
juga di musyawarahkan dengan anggota apakah anggota bersedia dengan
ketentuan seperti itu.” (Bendahara KPN Syariah Al-lkhlas, Wawancara, 24
Maret 2025)

Peneliti juga melakukan wawancara kepada dewan pengawas
manajemen KPN Syariah Al-lIkhlas yaitu Nasfizar Guspendri mengenai
penerapan pada pemberian tunjangan hari raya di KPN Syariah Al-Ikhlas

menyatakan bahwa:

“Pemberian ini bersifat bantuan kegiatan ramadhan, bantuan ini
dikategorikan dalam dua bentuk, yang pertama adalah dalam bentuk uang
dan yang kedua yaitu voucher belanja, jadi kesepakatannya adalah
barang itu yang tersedia di koperasi, terserah kepada anggota mau
mengambil yang mana yang ada di koperasi. Jadi sifatnya adalah dua
yang tadi dalam bentuk uang dan barang. Dan barangnya itu yang
tersedia di minimarket milik koperasi.” (Dewan Pengawas Manajemen
KPN Syariah Al-lkhlas, Wawancara, 28 Juli 2025)

Adanya RAT vyang diadakan olen KPN Syariah Al-Ikhlas
merupakan kesepakatan tertulis antara anggota dan pengurus. RAT ini
bertujuan untuk mengatur mekanisme penerapan berbelanja barang bagian
dari tunjangan hari raya, serta menjabarkan hak, kewajiban, dan tanggung
jawab masing-masing anggota dan pengurus untuk memastikan kelancaran
pelaksanaan pemberian THR ini. Rapat Anggota Tahunan (RAT) ini
memberikan kejelasan terhadap penerapan pemberian tunjangan hari raya
(THR) yang dilaksanakan olen KPN Syariah Al-lkhlas UIN Mahmud
Yunus Batusangkar. Sehingga hal ini memberikan manfaat dan
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keuntungan bagi pengurus dan anggota sekaligus bisa mensejahterakan
anggota dan pengurus.

Dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang perkoperasian yang membahas fungsi dan peran koperasi dalam
pembangunan ekonomi, yang menjadi landasan pembangunan dan
pengembangan potensi ekonomi anggota dan masyarakat secara luas untuk
meningkatkan kesejahteraan. Adapun rincian dari ayat (1) tersebut yaitu:
Koperasi bertugas membangun dan mengembangkan potensi serta
kemampuan ekonomi anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada

umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

THR adalah pendapatan non upah yang diberikan perusahaan
kepada karyawan atau keluarganya menjelang hari raya keagaamaan,
tunjangan ini merupakan suatu kebutuhan bagi pekerja untuk merayakan
hari keagamaan. Tunjangan ini diberikan karena adanya kebutuhan
tambahan sehingga pengeluaran pekerja dan keluarganya menjadi
meningkat ketika merayakan Hari Raya Keagamaan. Pemberian
Tunjangan ini menjadi suatu kewajaran demi untuk memenuhi kebutuhan
kerja. Pembayaran Tunjangan Hari Raya merupakan kewajiban yang harus
dipenuhi oleh Pemerintah dan Pengusaha setiap menjelang perayaan Hari
Raya Keagamaan. (Adelia, 2020)

Tunjangan Hari Raya adalah pendapatan pekerja yang wajib
dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya
menjelang Hari Raya Keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain.
(Sapoan, 2022) Tunjangan Hari Raya yang diberikan oleh pemerintah dan
pengusaha tidak lepas dari faktor pekerja yang menerimanya. Pekerja
disini ialah sebagai tenaga kerja yang bekerja kepada pengusaha sehingga
berhak atas imbalan yang ada. Pengusaha wajib membayar Tunjangan
Hari Raya kepada pekerjanya sesuai dengan ketentuan yang ada sejak

terjadinya hubungan kerja sampai dengan berakhirnya hubungan kerja.
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Berdasarkan hal tersebut, pengaturan hak-hak pekerja sangat
penting dalam kehidupan industri Indonesia yang diatur dalam undang-
undang ketenagakerjaan sebagai penjabaran dari Pancasila sebagai falsafah
Bangsa Indonesia dan UUD Tahun 1945 sebagai asar hukum konstitusi
Indonesia. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara
langsung membahas tentang koperasi tetapi dalam pasal 33 ayat (1)
menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar

atas asas kekeluargaan. (Sari, 2020)

Berdasarkan analisis peneliti terhadap penerapan pada pemberian
Tunjangan Hari Raya (THR) di KPN Syariah Al-Ikhlas hal ini telah sesuai
dengan aturan yang berlaku yaitu UUD Tahun 1945 pasal 45 ayat (1) yang
menyatakan bahwa koperasi bertugas membangun dan mengembangkan
potensi serta kemampuan ekonomi anggotanya pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi
dan sosialnya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa KPN Syariah Al-
Ikhlas melakukan kebijakan pemberian THR berupa uang dan barang
untuk membangun dan mengembangkan serta untuk meningkatkan

kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota dan masyarakatnya.

. Berbelanja Barang Bagian dari Tunjangan Hari Raya (THR) di KPN
Syariah Al-lkhlas dilihat dari Konsep Taradhin Menurut Perspektif
Figh Muamalah

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Sekretaris

KPN Syariah Al-Ikhlas yaitu Yusrizal Efendi, yang menyatakan bahwa:

“Bentuk dari pemberian THR ini yaitu berupa barang dan uang yang

di transfer kepada anggota dan jumlah pembagian tiap anggota
berbeda tergantung berapa lama mereka menjadi anggota di KPN
Syariah Al-lkhlas, untuk barang ini tidak dibeli dengan uang tunai
yang Rp.200.000 itu karena sudah keputusan dalam rapat anggota
tahunan yang jelas anggota dipersilahkan mengambil barang yang
seharga dengan uang tersebut, dan ini sudah jelas secara tertulis
tercatat di RAT KPN Syariah Al-lkhlas (Sekretaris KPN Syariah Al-
Ikhlas, 24 Juni 2025)
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Peneliti juga melakukan wawancara kepada Bendahara KPN
Syariah Al-lkhlas yaitu Yulva Romi menyatakan bahwa:

“Keputusan tertinggi di koperasi adalah dari anggota dan untuk THR
berupa barang ini yaitu disebutkan barang yang tersedia di koperasi.
Hal ini ada didalam buku RAT, yaitu THR senilai Rp. 200.000
diberikan dengan bentuk barang yang tersedia di minimarket dan
kalau stock barang sudah habis jadi kita dituntut untuk menyediakan
lagi serta jika harga pokok naik otomatis juga dinaikkan harga barang
yang ada dan juga di musyawarahkan dengan anggota apakah
anggota bersedia dengan ketentuan seperti itu.” (Bendahara KPN
Syariah Al-lkhlas, Wawancara, 24 Maret 2025)

Berikut penjelasan mengenai berbelanja barang bagian dari
tunjangan hari raya yang terdapat dalam dokumen rapat anggota
tahunan KPN Syariah Al-lkhlas:

a. Berdasarkan RAT yang diadakan oleh pengurus KPN Syariah Al-
Ikhlas

Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pegawai Negeri (KPN)

Syariah Al-lkhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar menyebutkan

untuk penetapan tunjangan hari raya idul fitri. Tunjangan hari raya

anggota naik sama dengan jumlah THR tahun 2024 dengan rincian:

No. Keterangan 2024 2025

1 Tunjangan hari raya idul firti.
Tunjangan hari raya anggota
sama dengan jumlah THR
tahun 2024 dengan rincian:

1. Masa keanggotaan >15

tahun ke atas 1.320.000,- | 1.320.000,-
2. Masa keanggotaan 10 <_ 15

tahun 1.100.000,- | 1.100.000,-
3. Masa keanggotaan 7 <_ 10

tahun 990.000,- 990.000,-

4. Masa keanggotaan 5<_ 7
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tahun 935.000,- 935.000,-
5. Masa keanggotaan 3 <_ 5

tahun 825.000,- 825.000,-
6. Masa keanggotaan 1 <_ 3

tahun 605.000,- 605.000,-
7. Masa keanggotaan <_ 1

tahun 165.000,- 165.000,-
Catatan:

THR sejumlah Rp. 200.000,-
(dua ratus ribu rupiah) dalan
bentuk barang yang tersedia
diminimarket atau sebanyak
Rp. 165.000,- bagi anggota
dengan masa keanggotaan <_ 1

tahun

(Tabel 4.2 dokumen laporan pertanggung jawaban pengurus
dan pengawas KPN Syariah Al-1khlas)

Berdasarkan RAT di atas maka ditetapkan pembagian THR
dalam bentuk barang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu
rupiah) dalan bentuk barang yang tersedia diminimarket atau
sebanyak Rp. 165.000,- bagi anggota dengan masa keanggotaan <_
1 tahun.

b. Berdasarkan Anggaran Dasar/AD KPN Syariah Al-Ikhlas
Rapat anggota tahunan adalah rapat anggota untuk meminta
pertanggungjawaban pengurus, pengawas dan dewan pengawas
syariah, rapat anggota tahunan berwewenang menetapkan:
1) Pembahasan laporan pertanggungjawaban pengurus
tentang perkembangan KPN Syariah Al-lkhlas UIN

Mahmud Yunus Batusangkar tahun yang bersangkutan
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2) Pembahasan laporan pertanggungjawaban pengawas dan
dewan pengawas syariah tentang hasil pengawasan dan
pemeriksaannya

3) Pengesahan terhadap laporan pertanggungjawaban
pengurus, pengawas dan dewan pengawas syariah dalam
pelaksanaan tugasnya

4) Sisa hasil usaha KPN Al-lkhlas UIN Mahmud Yunus

Batusangkar bagi anggota

Penyelenggaraan rapat anggota tahunan diadakan paling lambat
tanggal 31 Maret setiap tahun, rapat anggota tahunan dinyatakan
kourum apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah plus 1 dari
jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota, serta ketentuan
lebih lanjut tentang pelaksanaan rapat anggota tahunan diatur dalam
angora rumah tangga KPN Al-lIkhlas UIN Mahmud Yunus

Batusangkar.

Dapat diketahui bahwa tujuan utama dilakukannya penerapan
berbelanja barang bagian dari tunjangan hari raya (THR) yang
diterapkan oleh KPN Syariah Al-lkhlas UIN Mahmud Yunus
Batusangkar yaitu:

a. membangun Kkerjasama dan hubungan antara anggota dan
pengurus serta masyakarat disekitarnya.

b. membuka peluang untuk koperasi berkembang dengan
diadakannya usaha yaitu minimarket milik KPN Syariah Al-
Ikhlas sehingga menjamin kesejahteraan bagi anggota dan
pengurus.

c. berbelanja barang bagian dari tunjangan hari raya ini menjadi
sarana untuk memperkenalkan kepada masyarakat dan
koperasi-koperasi pegawai negeri lainnya..

Peneliti juga melakukan wawancara kepada anggota KPN
Syariah Al-lkhlas dengan inisial (H) menyatakan bahwa:
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“ THR ini diserahkan secara transfer berupa uang dengan jumlah Rp.
1.200.000 yang mana Rp. 200.000 dibelanjakan dalam bentuk barang
yang tersedia diminimarket.” (Anggota KPN Syariah Al-lkhlas,
Wawancara, 14 April 2025)

Peneliti juga melakukan wawancara kepada anggota KPN
Syariah Al-lkhlas dengan inisial (FA) yang menyatakan bahwa:

“Untuk pembagian THR ini semakin lama menjadi anggota semakin
besar mendapatkan THR nya, kalo baru masuk sedikit. Untuk
pengaturannya Ibuk kurang tau tapi pembagiannya Rp. 1.200.000 dan
yang Rp.200.000 berupa barang. (Anggota KPN Syariah Al-lkhlas,
Wawancara, 19 Mei 2025)

Peneliti juga melakukan wawancara kepada anggota KPN
Syariah Al-lkhlas dengan inisial (Z) menyatakan bahwa:

“Untuk THR dengan ketentuan RP. 200.000 dibelanjakan berupa
barang yang mana barang tersebut diambil di minimarket milik KPN
saya rasa itu sah saja karena sudah kesepakatan dari awal atas
keputusan RAT”. (Anggota KPN Syariah Al-Ikhlas, Wawancara, 29
April 2025)

Peneliti juga melakukan wawancara kepada anggota KPN

Syariah Al-lkhlas dengan inisial (IL) menyatakan bahwa:

“Untuk THR berupa barang ini saya tidak mengambil melainkan
saya serahkan pengambilannya kepada saudara saya yang lebih
membutuhkan tapi kalo saya lihat emang menghabiskan stock-stock
barang yang ada di minimarket tersebut”. (Anggota KPN Syariah Al-
Ikhlas, Wawancara 14 April 2025)

Peneliti juga melakukan wawancara kepada anggota KPN

Syariah Al-lkhlas dengan inisial (IS) menyatakan bahwa:

“Saya tetap mengambil barang yang ada karena cuma itu yang
disediakan oleh Minimarket KPN Al-lkhlas karena tidak adanya
pilihan saya tetap harus membeli barang yang disediakan agar THR
tersebut bisa saya ambil”. (Anggota KPN Syariah Al-lkhlas,
Wawancara, 15 Juli 2024)

Peneliti juga melakukan wawancara kepada kasir/staf
minimarket KPN Syariah Al-lkhlas dengan inisial (A) menyatakan
bahwa:
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“Jumlah pemberian THR berupa barang ini rata-rata Rp. 200.000,
kecuali anggota baru yang masa keanggotaannya 1-6 bulan dengan
jumlah THR yang diberikan senilai Rp. 165.000. Dan juga untuk
pengurus mendapatkan jumlah yang sama. Juga ada beberapa
anggota yang minta disediakan beberapa barang tetapi tidak tersedia
di minimarket karena barang tersebut cuma dibutuhkan oleh beberapa
orang tersebut. (Kasir/Staf Minimarket KPN Syariah Al-Ikhlas,
Wawancara, 21 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada
anggota dan kasir/staf Minimarket KPN Al-lkhlas mengenai
pembagian THR berupa barang dapat disimpulkan bahwa hal ini
menunjukkan kesepakatan RAT ternyata tidak selalu menjadi yang
diinginkan oleh sebagian anggota dikarenakan barang yang di ambil
tetap harus di ambil oleh anggota karena tidak ingin uang yang Rp.
200.000 hilang walaupun barang tersebut tidak sesuai pilihan. Jadi
terlihat bahwa tidak adanya unsur taradhin dalam hal pemberian THR
berupa barang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada
sekretaris KPN Syariah Al-lkhlas Yusrizal Efendi dan juga kepada
Bendahara KPN Syariah Al-lkhlas yaitu Yulva Romi mengenai
bagaimana berbelanja barang bagian dari tunjangan hari raya (THR)
yang telah diterapkan oleh KPN Syariah Al-lkhlas dapat disimpulkan
bahwa memang pemberian THR ini berupa uang dan voucher belanja.
Dan berbelanja barang bagian dari tunjangan hari raya ini dilakukan
berdasarkan dari kesepakatan antara pengurus dan anggota dalam
musyawarah Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Bahwa terlihat ada nuansa yang tidak berdasarkan keridhaan
sehingga berbenturan dengan ayat, yaitu terdapat dalam Al-Quran

surah An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:
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Artinya: 7 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh
dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.”

Maka dapat disimpulkan dari ayat tersebut bahwa didalam
berdagang hendaklah dilakukan atas suka sama suka atau suka rela dan
hendaklah keuntungan satu pihak tidak berdiri di atas kerugian orang
lain. Dapat dikatakan bahwa setiap transaksi yang tidak dilandasi
kerelaan dari kedua belah pihak maka transaksi yang dilakukan batal.

Adapun hadis yang menjelaskan tentang taradhin dalam

transaksi jual beli yaitu:

&
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Artinya: "Dari Abi Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda: janganlah

dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling
meridhai”. (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi). (Dawud, 1999)

Hadits di atas membuktikan bahwa dalam melaksanakan jual
beli keridhaan selalu dituntut. Dari dalil Al-Quran dan Hadits ini dapat
kita tarik kesimpulan bahwa jual beli hukumnya adalah boleh dengan
ketentuan harus suka sama suka dan tidak saling menzhalimi. Dari
hadis diatas, dapat dipahami bahwa rukun sahnya transaksi jual beli
yang dilakukan adalah ridha. Kerelaan (taradhin) dalam jual beli

menjadi asas atau pondasi dasar sah/diterimanya jual beli.

Menurut Wahbah Zuhaili taradhin adalah prinsip yang harus
ada dalam transaksi muamalah dan akad yang menuntut adanya
kerelaan dan persetujuan bebas dari unsur paksaan, ia menekankan
pentingnya taradhin untuk menghindari gharar (ketidakjelasan) dan

dharar (kerugian), sehingga akad menjadi sah dan adil, taradhin harus



84

didasari oleh informasi yang jelas dan tidak ada unsur penipuan agar
akad memenuhi maghasid syariah. (Zuhaili, 2011)

Imam Qurtubi dalam tafsirnya menyampaikan perbedaan yang
beragam terhadap pendapat sebagian tokoh terkemuka mengenai
konsep taradhin. Sebagaimana menurut Abdul Halim Binjai bahwa
persoalan ridha merupakan tindakan yang sangat abstrak, sehingga
wajib menggantungkan dengan isyarat yang dapat menunjukkan
kerelaan tersebut, yakni dengan ijab dan kabul. Ijab dan kabul dapat
diwujudkan dalam beberapa sikap namun yang paling utama adalah
dengan lisan. Menurut ulama tafsir M. Quraish Shihab dalam tafsirnya
mengenai taradhin bahwa dalam kontekstual jual beli, sikap suka sama
suka sangat dituntut dan diharuskan walaupun kerelaan itu merupakan
hal yang tersembunyi dalam hati, namun indikator dan tanda-tandanya
dapat dilihat berdasarkan adat kebiasaan masyarakat dalam
bertransaksi seperti adanya serah terima (barang-uang), sehingga
bentuk-bentuk yang digunakan menunjukkan ada kerelaan. (Shihab,
2002)

Sementara menurut Abdul Halim Hasan Binjai bahwa
persoalan ridha merupakan tindakan yang sangat abstrak, sehingga
wajib untuk menggantungkan dengan isyarat yang dapat menunjukkan
kerelaan tersebut, yakni dengan ijab dan kabul. Pendapat ini juga
senada sebagaimana yang diungkapkan oleh Burhanuddin S
menyatakan bahwa tanda tanda kerelaan tidak dapat diketahui secara
lahiriah, namun bisa dilihat melalui ijab dan kabul yang dinyatakan
oleh para pihak ketika sedang bertransaksi sampai sebelum mereka
berpisah. Kalangan Hanafiyyah menerangkan bahwa ridha dan ikhtiyar
merupakan dua hal yang berbeda. Ikhtiyar merupakan adanya
kesengajaan untuk mengucapkan ungkapan yang akan menimbulkan
akad, baik dengan adanya keridhaan maupun tanpa adanya keridhaan.
Sedangkan ridha merupakan keinginan atau penerimaan terhadap efek
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akad ketika dilafazhkan yang mengindikasikan terjadinya proses
pembentukan akad. Jadi, apabila terdapat keridhaan berarti terdapat
pula ikhtiyar. Tetapi jika terdapat ikhtiyar, belum tentu terdapat
keridhaan. (Zuhaili, 2011)

Berdasarkan dari penjelasan para ulama di atas tentang
taradhin/keridhaan dapat disimpulkan bahwa taradhin dalam
kontekstual jual beli, sikap suka sama suka sangat dituntut dan
diharuskan walaupun kerelaan itu merupakan hal yang tersembunyi
dalam hati, namun indikator dan tanda-tandanya dapat dilihat
berdasarkan adat kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi seperti
adanya serah terima (barang-uang), sehingga bentuk-bentuk yang

digunakan menunjukkan ada kerelaan.

Akibat dari tidak adanya keridhaan dalam jual beli menurut
ulama figh klasik menempatkan bahwa taradhin sebagai salah satu
syarat sahnya akad dalam muamalah (transaksi) dan nikah. Taradhin
menurut mazhab Hanafi dianggap sebagai syarat sah akad, dengan
pendekatan rasional dan menekankan ijtihad serta giyas dalam
persetujuan transaksi. Menurut mazhab Maliki taradhin dipahami
sebagai persetujuan yang sesuai dengan tradisi dan ijma’ yang
diterapkan oleh masyarakat Madinah. Menurut Syafi’i taradhin
merupakan persetujuan yang harus jelas dan tegas, terutama dalam
akad nikah dan transaksi muamalah, menekankan dalil dan ijma’
ulama. Sedangkan, menurut Hambali taradhin wajib ada agar akad

sah, lebih menekankan pada persetujuan secara ekspilisit dan tegas.

Dalam bermuamalah tentu harus diterapkan prinsip-prinsip
yang dibenarkan menurut hukum syara’, yaitu tidak mengandung
unsur riba, gharar dan makna atau niat yang tidak jelas. Hal-hal
tersebut dapat merusak sebuah transaksi sehingga akan menjadi cacat

dan berakhir pada tidak sahnya akad dalam transaksi.
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Berikut kaidah figh muamalah yang dapat memperjelas

pernyataan tersebut:

Sy LU Y saalis wolial) sgial B 5l

Artinya: "Yang dipertimbangkan dalam transaksi adalah maksud dan
makna, bukan lafal dan bentuk ucapan.”

Kaidah ini mengandung pengertian bahwa yang diprioritaskan
untuk dipertimbangkan dalam suatu transaksi adalah maksud dan niat,
bukan lafal atau ucapan. Oleh karena itu, tidak sah berpegang dengan
zahir ucapan, apabila telah jelas berbeda dari maksud dan niat
seseorang. Untuk memperjelas makna kalimat di atas, maka diuraikan
seperti berikut: (Ibrahim, 2019)

a. Suatu ungkapan terkadang muncul dari seseorang tanpa ada
niat untuk mengungkapkannya, seperti ungkapan orang tidur,
orang pingsan (pitam), orang gila dan orang mabuk.

b. Suatu ungkapan terkadang muncul dari seseorang dengan
tujuan memang mengucapkan lafadznya,tetapi bukan bertujuan
maknanya, baik karena tidak mengetahui maknanya seperti
ungkapan anak kecil yang belum mumayyiz dan orang yang
dituntun (dipandu) berbicara dengan bahasa yang tidak
dipahaminya atau ia mengetahui maknanya, namun ada garinah
(clue) bahwa hal itu tidak dikehendakinya seperti orang yang
mendiktekan suatu ungkapan kepada tukang tulis atau
membacanya dalam buku.

c. Suatu ungkapan terkadang muncul dari seseorang dengan
tujuan mengucapkannya, mengetahui maknanya dan secara
zahir ia memaksudkannya namun secara batin tidak demikian,
seperti ungkapan orang yang main-main dan orang yang

dipaksa.
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d. Suatu ungkapan yang muncul dari seseorang dengan tujuan
melafalkannya (mengucapkannya), mengetaui maknanya dan
memang jelas itulah yang dimaksudkannya.

Dalam keadaan pertama dan kedua di atas ungkapannya harus
diabaikan, tidak diperhatikan untuk terciptanya suatu transaksi, karena
tidak ada maksud pada pengertian yang sebenarnya, dan
pengungkapannya tersebut bukan keinginan atau kehendak orang yang
mengucapkannya. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang
ungkapan orang yang mabuk dengan sebab benda yang diharamkan.
Sebagian mereka tidak mempertimbangkannya (artinya masih tetap
diabaikan, tidak diperhatikan, tidak dipertimbangkan untuk diberi
sanksi), yakni mazhab Hanabilah, pendapat masyhur dari Malikiyah,
satu pendapat golongan Syafi“iyah. Dan sebagian mereka tetap
mempertimbangkannya (yakni ungkapannya dipertimbangkannya
untuk berakibat hukum), sebagai hukuman baginya, yaitu mazhab
Hanafiyah dan satu pendapat dari golongan Syafi“iyah.

Dalam keadaan keempat, maka tidak ada perbedaan pendapat
antara para ulama, yakni mempertimbangkan ungkapannya, serta
terwujud sifat mengikat sehingga ada akibat hukum, karena petunjuk
tentang tujuan dan keinginan dalam menciptakan transaksi sangat
sempurna. Dalam keadaan keempat ini, ungkapan orang yang
bertransaksi mesti dipertimbangkan memiliki sifat mengikat dan
berakibat hukum, kecuali ada petunjuk yang mengalihkannya kepada
pengertian majazi. Oleh karena itu, seandainya seseorang berkata
kepada orang lain: Saya berikan kitab ini kepadamu dengan harga 20
ribu rupiah umpamanya, maka hukumnya adalah jual beli bukan hibah.

Dalam keadaan ketiga dari empat keadaan di atas, yaitu
ungkapan yang main-main dan orang yang dipaksa, terjadi perbedaan
pendapat para ulama, ada yang menganggapnya harus
dipertimbangkan sebagai bersifat mengikat dan berakibat hukum, dan

ada ulama yang berpendapat sebaliknya. (Ibrahim, 2019)
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Salah satu yang dipertimbangan dalam sebuah akad transaksi
yaitu makna dan niat bukan semata-mata lafal dan ucapan seperti yang
dijelaskan di atas. Dapat diketahui bahwa makna dan niat dibutuhkan
dalam sebuah transaksi sehingga transaksi tersebut mencapai
kerelaan/keridhaan. (Shihab, 2002)

Menurut ulama tafsir M. Quraish Shihab dalam tafsirnya
mengenai taradhin bahwa dalam kontekstual jual beli, sikap suka sama
suka sangat dituntut dan diharuskan walaupun kerelaan itu merupakan
hal yang tersembunyi dalam hati, namun indikator dan tanda-tandanya
dapat dilihat berdasarkan adat kebiasaan masyarakat dalam
bertransaksi seperti adanya serah terima (barang-uang), sehingga
bentuk-bentuk yang digunakan menunjukkan ada kerelaan. (Shihab,
2002)

Kalangan Hanafiyyah menerangkan bahwa ridha dan ikhtiyar
merupakan dua hal yang berbeda. Ikhtiyar merupakan adanya
kesengajaan untuk mengucapkan ungkapan yang akan menimbulkan
akad, baik dengan adanya keridhaan maupun tanpa adanya keridhaan.
Sedangkan ridha merupakan keinginan atau penerimaan terhadap efek
akad ketika dilafazhkan yang mengindikasikan terjadinya proses
pembentukan akad. Jadi, apabila terdapat keridhaan berarti terdapat
pula ikhtiyar. Tetapi jika terdapat ikhtiyar, belum tentu terdapat
keridhaan. (Zuhaili, 2011)

Adapun kaidah lain tentang keridhaan dalam suatu transaksi

yaitu sebagai berikut:

Artinya : "Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat
yang terjadi dari padanya.”

Merupakan lanjutan dari kaidah:
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Artinya : "Pada dasarnya akad adalah keridhaan kedua belah pihak
yang mengadakan akad, hasilnya apa yang saling diikatkan
oleh perakadan itu."

Dapat disimpulkan dari beberapa dalil dan pendapat ulama
serta kaidah-kaidah figh muamalah bahwa keridhaan dalam sebuah
transaksi jual beli tidak cukup diliat hanya niatnya saja karena hal
tersebut tersembunyi dalam hati, namun indikator dan tanda-tandanya
dapat dilihat berdasarkan adat kebiasaan masyarakat dalam
bertransaksi seperti adanya serah terima (barang-uang), sehingga
bentuk-bentuk yang digunakan menunjukkan ada kerelaan tetapi juga.
Dengan redaksi lain bahwa keridhaan kedua belah pihak yang
mengadakan akad jual beli hasilnya apa yang saling diikatkan oleh
perakadan tersebut.

Berdasarkan dari kaidah-kaidah figh muamalah yang telah
dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan
pemberian THR berupa barang yang dilakukan oleh KPN Syariah Al-
Ikhlas kepada anggotanya, meskipun dikemudian hari dalam
prakteknya terdapat beberapa akibat dari kesepakatan yang telah dibuat
seperti kesepakatan pemberian THR berupa barang lalu ternyata
barang yang diinginkan anggota tidak terpenuhi maka dalam kaidah
tersebut telah terjadi keridhaan didalamnya.

Secara keseluruhan KPN Syariah Al-lkhlas UIN Mahmud
Yunus Batusangkar telah menerapkan pemberian tunjangan hari raya
sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dan
berbelanja barang bagian dari tunjangan hari raya ini dilakukan
berdasarkan dari kesepakatan antara pengurus dan anggota dalam
musyawarah Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam perspektif figh
muamalah, prinsip taradhin yang mana diperlukannya keikhlasan dari

pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli yaitu anggota dan
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pihak koperasi, dimana dalam berbelanja barang bagian dari tunjangan
hari raya masih ada dari beberapa anggota yang tidak mendapatkan
barang yang dibutuhkan untuk pengambilan THR berupa barang ini.
Serta tidak ada upaya dari pihak koperasi untuk menambah stock
barang yang dibutuhkan oleh para anggota saat pemberian THR
tersebut sehingga anggota tetap mengambil barang yang ada walaupun

tidak termasuk kebutuhan yang diinginkannya.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah penelitian yang dilakukan oleh peneliti di KPN Syariah Al-
Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tentang *“ Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya (THR) di KPN Syariah Al-lkhlas Perspektif Figh

Muamalah”. Peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan yang di lakukan oleh KPN Syariah Al-lkhlas UIN
Mahmud Yunus Batusangkar dalam memberikan pembagian
Tunjangan Hari Raya (THR) berupa uang dan barang kepada para
anggotanya, terlebih dahulu pengurus dan anggota melakukan
Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk membuat kesepakatan
bahwa dalam pembagian THR yang dilakukan akan diserahkan
THR berupa uang dalam bentuk berbelanja barang di minimarket
milik KPN Syariah Al-lkhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
penerapan pada pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) di KPN
Syariah Al-Ikhlas hal ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku
yaitu UUD Tahun 1945 pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa
koperasi bertugas membangun dan mengembangkan potensi serta
kemampuan ekonomi anggotanya pada Kkhususnya dan
masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan
ekonomi dan sosialnya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa
KPN Syariah Al-lIkhlas melakukan kebijakan pemberian THR
berupa uang dan barang untuk membangun dan mengembangkan
serta untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial
anggota dan masyarakatnya.

2. Berbelanja barang sebagai salah satu cara dari pembagian THR
yang dilakukan oleh KPN Syariah Al-lkhlas UIN Mahmud Yunus
Batusangkar kepada para anggotanya. Dalam perspektif figh
muamalah, prinsip taradhin yang mana diperlukannya keikhlasan
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dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli yaitu
anggota dan pihak koperasi, dimana dalam berbelanja barang
bagian dari tunjangan hari raya masih ada dari beberapa anggota
yang tidak mendapatkan barang yang dibutuhkan untuk
pengambilan THR berupa barang ini. Serta tidak ada upaya dari
pihak koperasi untuk menambah stock barang yang dibutuhkan
oleh para anggota saat pemberian THR tersebut sehingga anggota
tetap mengambil barang yang ada walaupun tidak termasuk

kebutuhan yang diinginkannya.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan

beberapa hal berikut:

1. Kepada pengurus diharapkan lebih memperhatikan setiap keputusan
yang dibuat sehingga tidak terjadi ketimpangan antara keputusan yang
dibuat dengan praktek yang dilaksanakan di lapangan.

2. Mengingat tentang pembagian THR yang dilaksanakan sangat
memberikan dampak positif bagi anggota dan bisa di contoh oleh
KPN vyang lain, hendaknya dalam penerepan dan proses yang
dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak terjadi

adanya ketidakridhaan antar sesama pengurus dan anggotanya.
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